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ABSTRAK
Yusril Anwar Siregar. 2021, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Sanksi Pajak dan Insentif
Pajak Dalam Memitigasi Tindakan Ketidakpatuhan Wajib Pajak”
Pembimbing : Fadlil Abdani, SE., MA.
Kata Kunci  : Sanksi Pajak, Insentif Pajak, dan Kepatuhan Pajak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kebijakan sanksi pajak dan program
insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang diujikan kepada
mahasiswa UIN Malang dengan menekankan pada aspek pengetahuan mahasiswa.
Latar belakang penelitian ini karena diberlakukan program insentif pajak oleh
pemerintah agar mampu mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar
kewajiban perpajakan nya walaupun di tengah kelumpuhan ekonomi yang diakibatkan
oleh pandemic covid-19 khususnya pada sector UMKM.

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yaitu suatu desain penelitian
yang bertujuan untuk menginvestigasi suatu fenomena dengan cara memanipulasi atau
mengendalikan keadaan sesuai prosedur yang selanjutnya mengamati dan
menginterpretasikan hasil manipulasi keadaan tersebut dengan berdasarkan pada data
eksperimen desain 2x2 faktorial antar subyek.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Partisipan yang diberikan
manipulasi sanksi pajak yang tinggi cenderung jauh lebih patuh daripada partisipan
yang diberikan manupalasi sanksi pajak yang rendah, begitu juga dengan insentif pajak,
partisipan yang deberikan manipulasi adanya insentif pajak cenderung lebih patuh
daripada partisipan yang diberikan manipulasi tidak adanya insentif pajak. Kemudian
hasil interaksi juga menunjukan hasil yang signifikan tetapi pada arah yang tidak sesuai
dengan yang dihipotesiskan. Ditemukan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
yang melaksanakan kegiatan usaha akan lebih efektif pada saat insentif pajak atau
sanksi pajak tersebut mempengaruhi kepatuhan pajak secara terpisah.

Xii



ABSTRAK
Yusril Anwar Siregar. 2021, THESIS. Title: “The Effect of Tax Sanctions and Tax
Incentives in Mitigating Taxpayer Non-compliance”
Advisor : Fadlil Abdani, SE., MA.
Keywords : Tax Sanctions, Tax Incentives, and Tax Compliance

This research aims to examine the policy of tax sanctions and the program of
tax incentive on individual taxpayer obedience which is tested to UIN Malang students
by emphasizing the aspects of student knowledge. The background of this research is
because the tax incentive program by the government in order to be able to encourage
taxpayer obedience to pay their tax obligations even during the economic paralysis
caused by the COVID-19 pandemic, especially in the UMKM sector.

This research applies the experimental method, which is the research design that aims
to investigate a phenomenon by manipulating or controlling the situation according to
the procedure and later to observes and interprets the results based on the 2x2 factorial
design experimental data between the subjects.

The results of this research show that participants who were given high tax sanctions
manipulation tend to be more obedient than participants who were given low tax
sanctions manipulation, as well as tax incentives, participants who were given tax
incentives manipulation tend to be more obedient than participants who were not given
tax incentives manipulation. Thus, the interactions also show significant results but
different with the research hypothesis. It was found that the individual taxpayers who
carry out business activities will be more effective when the tax incentives or tax
sanctions affect the tax obedience separately.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan suatu iuran wajib rakyat pada negara. Tidak hanya kewajiban,
pembayaran pajak terutang juga merupakan partisipasi rakyat dalam pembiayaan
maupun pembangunan nasional. Menurut peraturan perundang undangan Republik
Indonesia No 16 tahun 2009 mengatakan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang
harus dibayar oleh individu atau badan kepada negara sesuai dengan undang-undang,
tanpa kompensasi langsung dan digunakan oleh negara untuk memenuhi kemakmuran

rakyat.

Pajak sebagai pendapatan negara sangat mendominasi karena sumber
pendapatan ini memiliki umur yang tidak bisa dihitung, ditambah dengan semakin
banyaknya kuantitas penduduk setiap tahunnya. Tak dapat dipungkiri bahwa
dibandingkan dengan pendapatan negara yang lainnya, pajak merupakan sumber
pendapatan terbesar negara hal ini diambil berdasarkan dari data kementrian keuangan
Republik Indonesia dalam APBN penerimaan pendapatan negara dari sebesar Rp
2.165,1 triliun dan total pendapatan negara yang bersumber dari pajak sebesar Rp
1.786,4 triliun. Dari total penerimaan pendapatan negara menunjukan bahwa 82,5%

pendapatan negara berasal dari pajak.

Pemerintah masih bergantung pada pajak sebagai sumber dana terbesar dari
APBN disebabkan potensi pendapatan dari pajak itu sendiri bisa dikatakan relatif stabil
karena pendapatan dari pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pergerakan rotasi

pereknomian dunia (ARDANI, 2010). Pajak sebagai pendapatan pemerintah merupakan



sektor yang berperan besar. Menurut (Hammar et al., 2009) apabila semua wajib
pajak tidak mempunyai kewajiban membayar pajak maka pemerintahan tidak akan

berfiungsi secara baik.

Untuk meningkatkan pendapatan pajak tidak bisa hanya mengandalkan peran
dari Dirjen Pajak dan petugas pajak, peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri juga
sangat dibutuhkan. Mengingat bagaimana pentingnya peranan pajak, maka Direktorat
Jenderal Pajak telah berusaha melakukan berbagai solusi agar meningkatkan
pendapatan pajak. Salah satu solusi yang dilakukan yaitu melalui perubahan sistem
yang ada di dalam peratran perundang undangan perpajakan dengan diberlakukannya
self assesment system. Self Assesment System mewajibkan wajib pajak untuk
mendaftar, menghitung, membayar serta melaporkan sendiri seluruh pajak yang

terutang yang menjadi kewajiban mereka baik itu wajib pajak pribadi maupun entitas.

Self Assement System meminta terwujud nya perubahan sikap (kesadaran) wajib
pajak pribadi maupun entitas agar terwujudnya kepatuhan membayar pajak dengan
sukarela (voluntary complience). Kepatuhan membayar pajak secara ikhlas (sukarela)
merupakan tiulang punggung dari Self Assement System (Tiradaa, 2013). Namun Self
Assement System tidak mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap
kepatuhan pajak. Hal ini terjadi disebabkan banyaknya wajib pajak yang belum sadar
akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik itu untuk negara maupun untuk
diri mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Hal ini bisa dilihat dari realisali
pendapatan pajak pada tahun 2015-2019 yang menunjukan bahwa pendapatan pajak
selama 5 tahun tersebut sama sekali belum mencapai target yang telah ditentukan. Di

bawah ini adalah daftar target dan realisasi pendapatan pajak tahun 2015-2019.



Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Tahun 2015-
2019 (Milyar Rupiah)

Tahun Target Realisasi Penerimaan Persentase
Penerimaan Penerimaan
2015 1.489,26 1.240,37 83,28 %
2016 1.539,16 1.284,77 83,47 %
2017 1.472,70 1.343,52 91,22 %
2018 1.618,09 1.518,79 93,86 %
2019 1.786,37 1.546,13 86,55 %

Sumber: Laporan Kementrian Keuangan 2015-2019. Diolah

Dari data yang tertera di atas menurut sistem dari administrasi Direktorat
Jenderal Pajak mengatakan bahwa di tahun 2019 ada 41.996.743 wajib pajak yang
terdata. Namun yang memiliki kewajiban menyampaikan SPT tahunan PPH hanya
18.33 juta Wajib Pajak terdiri atas 1,47 juta Wajib Pajak Badan, 3,04 juta Wajib Pajak

Orang Pribadi Bukan Karyawan dan 13,81 juta Wajib Pajak Karyawan.

Jika tingkat kesadaran Wajib Pajak masih rendah akibatnya akan banyak
permasalahan yang akan terjadi salah satunya yaitu penggelapan pajak(Suminarsasi,
2012). Penggelapan pajak (tax evasion) merupakan suatu kegiatan dari para Wajib
Pajak dimana mereka tidak mematuhi atau melanggar aturan- aturan pajak dengan
tujuan melarikan diri dari kewajiban membayar pajak(Mughal, M. M., & Akram,

2012).

Dengan adanya kondisi ini Dirjen Pajak harus berbenah diri untuk mencari
solusi bagaimana menimbulkan kembali kesadaran wajib pajak. Masyarakat harus
menyadari dirinya sebagai warga negara dan wajib menjunjung tinggi UUD 1945

sebagai dasar hukum. Menurut hukum secara yuridis, pajak bersifat memaksa, oleh



karena itu konsekuensi hukum bisa terjadi, terjadinya konsekuensi ini disebut sebagai
sanksi-sanksi perpajakan. Wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang melakukan

pelanggaran ketentuan perpajakan akan dikenakan sanksi.

Penghasilan yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak akan dikenakan sanksi
perpajakan dan itu akan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Mahdi & Ardiati,
2017). Jika sanksi yang diberikan semakin tinggi maka itu dapat mendorong Wajib
Pajak agar patuh(Santoso, 2008). Berbagai penelitin juga telah membutikan bahwa
semakin tinggi sanksi makaitu akan berdampak terhadap kepatuhan yang juga akan
semakin tinggi(Lederman, 2003). Namun ada juga penelitian yang menyatakan bahwa
sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, seperti penelitian yang
dilakukan(Spalek, 2015) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak ada pengaruh terhadap

kepatuhan pajak.

Selain sanksi pajak pemerintah juga mengeluarkan kebijakan agar
meningkatkkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu berupa Intensif Pajak. Apalagi ketika
pandemi Covid-19 menyerang indonesia pada akhir tahun 2019 yang membuat
kelempuhan pada semua sektor kehidupan masyarakat terutama pada perekonomian.
Dari sisi perekonomian dari kalangan bawah sampai atas semua terdampak. Beberaa

pengusaha ada yang gulung ikar dan karyawan banyak yang terkena PHK.

Merespon hal itu pemerintah atau Kementerian Keuangan membuat kebijakan
dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 mengenai
pemberian intensif pajak. Peraturan Menteri Keuangan memberikan intensif pajak
penghasilan (PPH) Pasal 21,22,25, dan restutusi pajak pertambahan nilai (PPN). Masa

berlaku intensif pajak ini berlangsung 9 bulan yaitu mulai dari bulan April sampai



dengan Desember 2020. Intensif yang ditawarkan oleh pemrintah kepada para wajib
pajak berupa pembebesan dan pemotongan yang Artinya para wajib pajak yang
mengikuti program Intensif Pajak kewajiban perpajakan nya akan ditanggung oleh
pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permrintah atau Menteri Keuangan
berharap dengan diberlakukannya insentif pajak dapat menyelamatkan perekonomian
masyarakat khususnya bagi para pelaku UMKM yang mempunyai peran pentig sebagai

penopang perkembangan perekonomian Indonesia.

Di tengah pandemi Covid 19 ini sektor UMKM menjadi salah satu yang
diprioritaskan oleh pemerintah agar mampu bertahan, melihat akan banyak tenaga kerja
yang akan di PHK di dalam UMKM secara massal disebabkan kesulitan ekonomi, dan
hal itu tidak diharapkan terjadi. Insetif pajak yang diberikan bagi UMKM di dalam
PMK 86/2020 yaitu berupa PPh Final UMKM vyang ditanggung oleh pemerintah yang
artinya wajib pajak bagi para pelaku UMKM tarif pajak yang seharusnya 0,5% (PP
23/2018) dari omset, menjadi 0% dengan syarat wajib pajak UMKM harus melaporkan

laporan realisasi setiap bulannya.

Kebijakan intensif pajak merupakan hal yang diinginkan oleh para Wajib Pajak
pribadi atau Badan, Dengan adanya insentif pajak, maka keuntungan wajib pajak atau
pengusaha bisa menjadi lenih besar. Menurut(Ayu, 2020) menjelaskan bahwa Insentif
Pajak merupakan suatu kebijakan perpajakan yang diputuskan oleh pemerintah untuk
wajib pajak tertentu baik itu individu ataupun entitas yang mendukung pemerintah,
dengan tujuan untuk memberikan dorongan serta kemudahan kepada wajib pajak untuk
selalu taat dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya baik waktu sekarang

maupun di masa mendatang. Insentif pajak yang dapat ditawarkan dapat berupa



potongan, pembebasan atau penundaan pembayaran pajak agar kegiatan ekonomi dapat

berkembang.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak melalui PMK 86/2020
dengan tujuan agar wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya khusus
nya bagi para pelaku usaha UMKM. Akan tetapi apakah dengan dikeluarkan nya
kebijakan insentif pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak khusus nya

bagi para pelaku usaha UMKM.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
ini karena sering terjadinya tindakan ketidakpatuhan pajak yang terjadi. Peneliti untuk
melakukan penelitian ini dengan metode yang berbeda dari banyaknya penelitian
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan pajak yaitu menggunakan
metode eksperimen. Penelitian ini difokuskan pada pemberian insentif pajak untuk
UMKM dimana tarif pajak yang seharusnya 0,5%(PP 23/2018) menjadi 0%. Peneliti
berharap melalui peneletian ini dapat menekakan tindakan ketidakpatuhan pajak

sehingga penerimaan pajak dapat opimal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka rumusan

masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah sanksi pajak yang tinggi menyebabkan berkurangnya tindakan
ketidakpatuhan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak daripada sanksi pajak

yang rendah ?



2. Apakah dengan diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No 23 Tahun 2020
mengenai Intensif Pajak mampu mempengaruhi berkurangnya tindakan
ketidakpatuhan oleh Wajib Pajak daripada tidak adanya Intensif Pajak ?

3. Apakah sanksi pajak yang tinggi dan adanya Insentif Pajak mampu
mempengaruhi tindakan ketidakpatuhan pajak oleh Wajib Pajak daripada

sanksi rendah dan tidak adanya Insentif Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris apakah sanksi pajak yang tinggi menyebabkan
berkurangnya tindakan ketidakpatuhan pajak yang dilakukan oleh Wajib
Pajak daripada sanksi pajak yang rendah ?

2. Untuk menguji secara empiris apakah dengan diterbitkan Peraturan Menteri
Keuangan No 23 Tahun 2020 mengenai Intensif Pajak mampu
mempengaruhi berkurangnya tindakan ketidakpatuhan oleh Wajib Pajak
daripada tidak adanya Intensif Pajak ?

3. Untuk menguji secara empiris apakah sanksi pajak yang tinggi dan adanya
Insentif Pajak mampu mempengaruhi tindakan ketidakpatuhan pajak oleh

Wajib Pajak daripada sanksi rendah dan tidak adanya Insentif Pajak?



1. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
Diharapkan penelitian ini dapat menambah histori literatur penelitian dengan
topik Kepatuhan Perpajakan khususnya mengenai Insentif Pajak. Selain daripada
itu diharapkan penelitian ini dapat mengisi gap penelitian yang ada dimana metode
penelitian menggunakan eksperimen masih jarang digunakan, sehingga material
kasus dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh akademisi sebagai
referensi yuntuk penelitian berikutnya.
2. Secara Praktis
Diharapkan penelitian ini dapat membantu memberikan masukan serta
pertimbangan dalam memahami sanksi pajak dan Insentif Pajak untuk memitigasi
ketidakpatuhan pajak. Dengan kata lain bukti empiris penelitian ini diharapkan
dapat memberi kontribusi positif sebagai dasar pertimbangan pembuatan keputusan
sehingga kepatuhan pajak dapat ditingkatkan dalam hal membayar dan melaporkan

pajaknya khususnya bagi Direktorat Jenderal Pajak.

2. Batasan Penelitian
Permasalahan dari Penelitian ini berfokus pada kajian dan pembahasan
mengenai pengaruh sanksi pajak dan intensif pajak dalam memitigasi tindakan
ketidakpatuhan. Pennggunaan metode yang digunakan adalah metode eksperimen
tulen (true experiment) dimana variabel independen dimanipulasi oleh
eksperimenter dan manipulasi tersebut dimanipulasikan secara acak kepada grup-

grup subjek. Sumber penelitian merupakan data primer, partisipan dalam penelitian



ini adalah mahasiswa S1 Jurusan Akunansi yang telah menepuh mata kuliah
perpajakan. Penelitian ini bermaksud untuk mengeneralisasikan hasil temuan.
Peneliti berusaha untuk melakukan pengujian teori terhadap partisipan berupa
mahasiswa akuntansi sebagai penyulih wajib pajak. Hal ini dinaggap tepat karena
pengujian teori yang dimaksud hanya berkaitan dengan general judgment dimana
pengetahuan terkait perpajakan yang dibutuhkan dan pengalaman partisipan tidak

dibutuhkan.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu
Penelitian ini tidak lepas dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah
dilakukan sehingga penulis menjadikan penelitian terdahulu sebagai rujukan dan
pedoman dalam melakukan penelitian. Penelitian-penelitian yang dijadikan

rujukan dan pedoman untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

10



Tabel 2.1

Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu
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NO Nama, Tahun, Judul Metode Variabel Penelitian Hasil
Penelitian Penelitian
1. | Pancawati Hardiningsih | Metode X1= Kesadaran membayar pajak | Hasil penelitian menunjukan bahwa varibel dari
(2011). Faktor-Faktor | Penelitian ] kesadaran pajak dan kualita layanan berpengaruh
) o X2= Pengetahuan perpajakan - _

Mempengaruhi Kemauan | kuantitatif positif terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan
Membayar Pajak deskriptif X3=  Pemahaman  peraturan | variabel dari pengetahuan peraturan perpajakan,
perpajakan pemahaman peratiran perpajakan, dan persepsi

X4= Presepsi efektifitas sistem

perpajakan
X5= Kualitas layanan

Y= Kemauan membayar pajak

efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh positif

terhadap kemauan membayar pajak.
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Tryana A.M. Tiraada | Metode X1= Kesadaran Perpajakan Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dari
(2013). Kesadaran | Penelitian L kesadaran pajak, sanksi pajak berpengaruh signifikan
) o o X2= Sanksi Pajak - ) )

Perpajakan, Sanksi Pajak, | kuantitatif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sikap
Sikap Fiskus Terhadap | deskriptif X3= Sikap Fiskus fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap
Kepatuhan WPOP Di . . kepatuhan wajib pajak.

Y= Kepatuhan Wajib Pajak
Kabupaten Minahasa
Selatan.
Septian Fahmi Fahluzy | Metode X1= presepsi yang baik atas | Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel presepsi
dan Linda  Agustina | Penelitian Efektifitas Sistem Perpajakan yang baik atas efektifitas sistem perpajakan,
(2014), Faktor-Faktor | kuantitatif pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan

) o X2= Pengetahuan dan Pemahaman _ _ ]

Yang Mempengaruhi | deskriptif ) perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem

tentang Peraturan Perjakan ) )
Kepatuhan ~ Membayar hukum dan pemerintahan  secara  simultan
Pajak UMKM Di X3= Tingkat Kepercayaan | berpengarubh terhadap kepatuhan membayar pajak
Kabupaten Kendal. terhadap  Sistem Huum dan | UMKM di Kabupaten Kendal.

Pemerintahan

Y= Kepatuhan Membayar Pajak
Ngadimn dan Daniel | Metode X1= Sunset Policy Sunset policy berpengaruh negatif dan tidak
Huslin (2015). Pengaruh | Penelitian signifikan, sedangkan tax amnesty dan sanksi pajak
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Sunset  Policy, Tax | kuantitatif X2= Tax Amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan
Amnesty, Dan Sanksi | deskriptif L wajib pajak.
) X3= Sanksi Pajak
Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak. Y= Kepatuhan Wajib Pajak
Bayu Caroko, Heru | Metode X1= Pengatuhan perpajakn Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel dari
Susilo Zhroh Z.A (2015). | Penelitian . pengetahuan pajak, kualitas pelayanan perpajakan,
o X2= Kualitas pelayanan _ ) -
Pengaruh  Pengetahuan | kuantitatif dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang
Perpajakan, Kualitas | deskriptif X3= Sanksi perpajakan signifikan terhadap motivasi wajib pajak
Pelayanan Pajak dan T
Y= Motivasi wajib pajak
Sanksi Pajak Terhadap
Motivasi Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam
Membayar Pajak
Nurul Aisyah | Metode X1= Insentif Pajak (kemudahan | Hasil dari penelitian menunjukan bahwa variabel
Rachmawati dan Rizka | Penelitian penghitngan, penyetoran, dan | Insentif Pajak yang berupa kemudahan penghitungan,
Ramayanti (2016). | kuantitatif pelaporan pph) penyetoran, dan pelaporan pph terutang berpengaruh
Manfaat Pemberian | deskriptif o positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
) ) Y= Kepatuhan wajib pajak
Insentif Pajak UMKM.

Penghasilan dalam
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Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM.

Pujo Gunarso (2016). | Metode X1= Pemeriksaan pajak Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel dari

Pemeriksaan Pajak dan | Penelitian ) ) pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh
X2= Sanksi perpajakan

Sanksi Pajak Terhadap | kuantitatif positif dan signifikan terhadap perilaku patuh wajib

Kepatuhan Wajib Pajak | deskriptif Y= Kepathan wajib pajak pajak.

Badan Pada KPP

Kepanjen Kabupten

Malang.

Nelsi Arisandy (2017), | Metode X1= Pemahaman wajib pajak Hasil penelitian menyatakan bahwa Pengaruh

Pengaruh ~ Pemahaman | Penelitian Pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh secara

Wajib Pajak, Kesadaran
Wajib Pajak dan Sanksi
Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak

Terhadap

Orang
Melakukan

Pribadi  yang

Kegiatan

convenience

sampling

X2= Kesadaran wajib pajak
X3= Sanksi pajak

Y= Kepatuhan wajib pajak

signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan
pengaruh kesadaran dan pengaruh sanksi pajak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
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Bisnis Online di

Pekanbaru
9. Dian  Lestari  Siregar | Metode X1= Kesadaran Wajib Pajak .Hasil dari penelitian menunjukan bahwa variabel dari
(2017), Pengruh | Penelitian L pengaruh kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak
- _ o X2= Sanksi Pajak o -
Kesadaran Wajib Pajak | kuantitatif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
Dan Sanksi Pajak | deskriptif Y= Kepatuhan Wajib Pajak Orang | pajak.
Terhadap Kepatuhan Pribadi
Wajib  Pajak  Orang
Pribadi Pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama
Batam
10. | Kadek Pranetha | Metode X1= Sanksi pajak Hasil dari penelitian ini berhasil memberikan bukti
Pranajaya (2018). | Penelitian empiris bahwa masing-masing dari sanksi pajak yang
) _ o X2= Tax amnesty o
Dapatkah Sanksi Pajak | kuantitatif tinggi dan adanya program tax amnesty secara
dan  Tax  Amnesty | deskriptif Y= Ketidakpatuhan pajak sendirinya dapat memitigasi ketidakpatuhan wajib

Memitigasi Tindakan
Ketidakpatuhan Pajak?:

pajak. Yang menarik, ketika sanksi pajak dan tax
amnesty diuji bersamasama, interaksi yang terjadi
adalah pada level sanksi pajak yang rendah dan ada

program tax amnesty. Hal tersebut menunjukkan
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Bukti  Eksperimen di

Indonesia

bahwa kepatuhan pajak dapat tercapai lebih efektif
dengan mengkombinasikan cara motivational baik
yang bersifat insentif (yakni berupa tax amnesty)
maupun dengan cara motivational yang bersifat

ancaman (yakni berupa sanksi pajak).

11. | Yotasa Ra’ida  dan | Metode .Kepatuhan perpajakan pelaku UMKM di Indonesia
Muhammad Heru (2019). | Penelitian sudah cukup baik dibuktikan dengan meningkatnya
Studi Kualitatif : Dampak | kualitatif jumlah wajib pajak terdaftar yang membayar PPh final
Kebijakan Insentif Pajak | deskriptif dengan peredarang bruto sejak ditetapkannya
Usaha Kecil dan Kebijakan Insentif Pajak yaitu PP No 23 Tahun 2018.
Menengah Terhadap Meskipun jumlah peningkatan wajib pajak di sektor
Kepatuhan Pajak dan UMKM masih belum optimal.
Penerimaan Negara
(Studi Pada Lembaga
Masjid At-Tagqwa,
Sidoarjo)

12. | Ropinov Saputro dan | Metode X1=Pendidikan pemilik UMKM | Hasil dari penelitian menunjukan bahwa variabel dari
Farah Meivira (2020). | Penelitian praktik akuntansi dalam UMKM daan persepsi atas
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Pengaruh Tingkat | kuantitatif X2=Praktik akuntansi dalam | kebijakan insentif pajak memiliki pengaruh positif dan
Pendidikan Pemilik, | deskriptif UMKM signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan
Praktik Akuntansi dan ) . pendidilan pemilik UMKM tidak memiliki pengaruh
) _ X3= Persepsi atas kebijakan o )
Persepsi atas Insentif _ . yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.
) insentif pajak

Pajak Terhadap
Kepatuhan Pajak UMKM Y= Kepatuhan pajak UMKM

13. | Salman Latief, Junaidin | Metode X1= Kepercayaan kepada | Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel dari
Zakaria, dan Mapparenta | Penelitian pemerintah kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif
(2020). Pengaruh | kuantitatif B ) o pajak, serta manfaat pajak berpengaruh posituf dan

o X2= Kebijakan insentif pajak o T
Kepercayaan Kepada | deskriptif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor
Pemerintah , Kebijakan X3= Manfaat pajak pelayanan pajak pratama makassatr selatan.
Insentif ~ Pajak  dan L
Y= Kepatuhan wajib pajak

Manfaat Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak.

14. | Syanti Dewi, Widyasari, | Metode X1= Insentif pajak Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel dari tarif
dan Nataherwin (2020). | Penelitian o pajak dan sanksi pajak dapat berpengaruh signifikan

L - X2= Tarif pajak L N

Pengaruh Insentif Pajak, | kuantitatif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan insentif
Tarif Pajak dan | deskriptif X3= Sanksi pajak
Pelayanan Pajak
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Terhadap
Wajib
Masa Pandemi Covid 19

Kepatuhan

Pajak  Selama

X4= Pelayanan pajak

Y= Kepatuhan wajib pajak

pajak dan pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak

15. | Richard Andrew dan | Metode X1= Sosialisasi insentif pajak | Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel dari
Dian  Purnama  Sari | Penelitian PMK 86/2020 sosialisasi insentif pajak PMK 86/2020, tarif pajak,
(2021). Insentif PMK | kuantitatif o pelayanan fiskus, serta batas waktu PP 23/2018

) o X2= Tarif pajak o
86/2020 di  Tengah | deskriptif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
Pandemi  Covid  19: X3= Pelayanan Fiskus _ _ _
) Sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh
Apakah Mempengaruhi B ) ]
- _ X4= Batas waktu PP 23/2018 terhadap kepathan wajib pajak UMKM karena sanksi
Kepatuhan Wajib Pajak . . . .
) . . perpajakan tidak terlalu ketat di masa pandemi
UMKM di Surabaya? X5= Sanksi perpajakan
Y= Kepatuhan wajib pajak
UMKM
Sumber: Data diolah, 2020




19

2.2 Kajian Teoritis
2.2.1 Teori Penguatan (Reinforcement Theory)
penguatan berasal dari kata dasar “kuat”, penguatan memeliki makna
memberi kekuatan terhadap sesuatu yang dianggap belum begitu kuat. Teori ini
dicetuskan oleh Skinner yang merupakan seorang ahli psikologi dia mengartikan
bahwa teori penguatan ini sebagai setiap konsekuensi atau tingkah laku yang
memiliki dampak memperkuat tingkah laku tertentu. Jika dihubungkan dengan
penelitian ini, maka teori ini dapat dihubungkan dengan kepatuhan pajak diaman
kebijakan atau peraturan perpajkan yang dikeluarkan pemerintah berhubungan
dengan sanksi pajak dan Peraturan Menteri Keuangan No 23 Tahun 2020 tentang

kebijakan Insentif Pajak.

Dengan adanya sanksi pajak dapat memotivasi wajib pajak terhadap
kepatuhan pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Dengan
adanya sanksi pajak juga mampu memotivasi wajib pajak agar selalu taat
terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Karena hal ini disebabkan adanya
hukuman yang diberikan kepada Wajib Pajak apabila tidak patuh dalam
menyelesaikan kewajiban perpajakan nya baik berupa sanksi administrasi atau
pidana yang mampu memberikan efek jera kepada Wajib Pajak.

Begitu juga dengan sanksi pajak, Insentif Pajak juga mampu memberikan
motivasi kepada Wajib Pajak agar selalu patuh dalam menyelesaikan kewajiban
perpajakanya. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai Insentif Pajak
kali ini, diberikan berupa pembebasan pakjak selama 9 bulan terhitung dari
bulan April sampai Desember 2020. Artinya para wajib pajak yang mengikuti

program Intensif Pajak kewajiban perpajakan nya akan ditanggung oleh
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pemerintah ssehingga hal itu dapat memotivasi para wajib pajak unruk tidak
melakukan ketidakpatuhan pajak. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa
teori kepatuhan dapar mempengaruhi seseorang agar perilaku seseorang itu

berubah menjadi lebih baik.

2.2.2 Defenisi Pajak

Pajak menurut Soemitro dalam bukunya (Mardiasmo, 2016) mengatakan
bagwa “Pajak adalah iuran kepada negara berdasarkan undang-undang (yang
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraorestasi) yang langsung
dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi pajak menurut (Sumarsan, 2017) menyatakan ‘“Pajak adalah
suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat
pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang
ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan
proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk
menjalankan pemerintah.”

Pengertian pajak yang terkandung dalam Undang-Undang No 16 Tahun
2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat
1,” Pajak meruakan iuran yang bersifat wajib oleh orang pribadi maupun entitas
kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk

keperluan negaea dengan tujuan sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran rakyat.'
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2.2.3 Kepatuhan Pajak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian
kepatuhan adalah: “ Kepatuhan artinya tunduk atau patuh terhadap apa saja yang
terkandung dalam perpajakan dengan artian bahwa kepatuhan perpajakan
adalah taat,tunduk, serta patuh, melaksanakan aturan perpajakan. (Nurmantu,
2010) menjelaskan bahwa ada dua jenis kepatuhan yaitu: (1) Kepatuhan
Formal. Kepatuhan formal merupakan suatu situasi dimana Wajib Pajak
melaksanakan kewajiban pajaknya secara formal berdasarkan aturan yang
berlaku dalam perpajakan. (2) Keptuhan Material. Kepatuhan material
merupakan suatu situasi dimana Wajib Pajak melaksanakan setiap ketentuan
perpajakan secara substansi/hakekat yaitu sesuai dengan isi dan jiwa undang-
undang perpajakan.

Rahayu (2010) mengatakan bahwa ada beberapa kriteria Wajib Pajak itu
dianggap patuh vyaitu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.
554/KMK.04/2000 sebagai berikut :

1. Selalu disiplin waktu dalam penyampaian SPT untuk seluruh jenis

pajak terhitung dari 2 tahun terakhir

2. Bebas dari tunggakan pajak untuk seluruh jenis pajak, kecuali

memiliki ixin menyicil atau pembayaran pajaknya ditunda

3. Belum pernah terjadi kasus seperti hukuma karen berbuat melanggar

aturan (tindak pidana) perpajakan terhitung dari 10 tahun terakhir

4. Terhitung 2 tahun terakhir melakukan pembukuan dan Wajib pajak

sudab pernah diperiksa, koreksi atas pemeriksaan yang terakhir untuk

setiap pajak terutang paling besar 5%
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5. Untuk Wajib Pajak terhitung 2 tahun terakhir dimana laporan
keuanganya telah di periksa(diaudit) oleh Akuntan Publik dengan
opini wajar tanpa pengecualian atau opini wajar dengan pengecualian
tidak berpengaruh terhadap laba rugi fiskal.

Dari berbagai uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa

kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu situasi dimana setiap kewajiban
perpajakannya dipenihi oleh Wajib Pajak serta hak pajaknya dilaksanakan

menurut aturan yang sudah berlaku .

2.2.4 Sanksi Pajak
Mardiasmo (2009) megatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan
jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma
perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Yang artinya sanksi pajak sebagai alat
untuk mencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar aturan-aturan perpajakan.
Kewajiban akan berusaha dipenuhi oleh Wajib Pajak dikarenakan kerugian yang
ditimbulkan jika terkena sanksi perpajakan.
Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 207 mengenai Ketentuan Umum
Dan Tatacara Perpajakan dijelaskan bahwa ada dua macam sanksi yaitu:
1. Sanksi Administrasi
Sanksi Administrasi merupakan sanksi yang dituntut untuk
membayar kerugian kepada negara, seperti bunga dan kenaikan.
Ketentuan berdasarkan aturan perpajaka sanksi administrasi dibagi
menjadi 3 macam yaitu sanski administrasi berupa denda, bunga dan

kenaikan.
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2. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana merupakan sanksi yang digunakan debagai alat
terakhir atau benteng hukum oleh fiskus agar aturan pajak ditaati.
Ketentuan berdasarkan aturan perpajak sanksi pidana dibagi
menjadi 3 macam yaitu sanksi pidana berupa denda pidana, pidana
kurungan, dan pidana penjara.

Menurut Adam smith dalam(S. K. Rahayu, 2010) ada beberapa indikator

sanksi perpajakan yaitu sebagai berikut:
1. Sanksi yang dikenakan kepada Wajib Pajak harus jelas
2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromoi (not arbitary),
tidak ada toleransi

3. Sanksi yang diberikan hendgaklah seimbaang
4. Hendaklah sanksi yang dienakan langsung mampu memberikan

efek jera

2.2.5 Intensif Pajak

Menurut(UNCTAD, 2000) insentif pajak merupakan suatu instrumen
yang dapat mengurangi beban pajak pihak manapun untuk membujuk mereka
untuk berinvestasi dalam proyek atau sektor tertentu. Insentif pajak mengarah
pada ketentuan khusus yang terdapat pada aturan perpajakan dapat berupa
pengecualian dari objek pajak, kredit, perlauan khusus tarif pajak, atau juga
penangguhan pembayaran pajak. Bentuk kebijakan insentif fiskal itu sendiri
berupa pembebasan pajak dalam periode tertentu, dapat dikurangkannya sebuah

biaya atas jenis pengeluaran tertentu atau pengurangan tarif bea dan cukai(UN
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& CIAT, 2018). Insentif pajak ini biasanya diberikan dengan tujuan
pembangunan ekonomi suatu negara terkhusus negara berkembang. (Suandy,
2011) menjelaskan secara umum ada 4 macam bentuk Insentif Pajak, yaitu:

1. Pengecualian dalam pengenaan pajak

2. Pengurangan dasar pengenaan pajak

3. Pengurangan tarif pajak

4. Penangguhan pajak

2.2.6 Pajak Menurut Islam

Di dalam bahasa arab pajak disebut dengan nama il (Al-Usyr) atau
Sl (Al-Maks) yang memilki pengertian ; “luran yang ditarik dari rakyat oleh
para oprnarik pajak”. Sedangkan menurut Qardhawi dalam Gusfahmi (Fahmi,
2011) bahwa : “Pajak merupakan kewajiban yang telah ditetapkan terhadap
wajib pajak, yang harus diberikan atau disetor kepada negara sesuai dengan
ketentuan, tanpa mendapat presasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi
sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai
oleh negara.”
Pemerinah merupakan sebagai kekuasaan tertingi perpajakan yang ada
di indonesia. Pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur setiap
ketentuan perpajakan. Allah berfirmaan dalam Q.S An-Nisa ayat 59 :
O Il i 55358 oo b 2 S e ) ol 5 Olasl ) sl @0 1 galal 1l (il G G

Sl il 8 A a1 ol Ay St K
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Artinya: “Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudiana. Yang demikian itu klebih utama (bagimu) dan lebih baik

akibatnya.”. (Q.S An-Nisa ayat 59).

Pancasila dan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan landasan
bernegara yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kata
lain bahwa Indonesia mengtamakan tuhan diatas segala-galanya sesuai dengan
apa yang terkandung di dalam UUD 1945. Insentif pajak dapat dilihat sebagali
suatu program yang mampu membantu perekonomian masyarakat indonesia.
Dengan demikian insentif pajak memiliki tujuan mensejahterakan dan
meringankan beban ekonomi dan hidup masyarakat indonesia baik di dunia
maupun di akhirat, hal ini dapat dilihat dari sudut pandang islam dalam Q.S Al-
Bagarah ayat 201 :

DO e Uy Ana s aY) s Aka W 3 1SS U5 G ey

Artinya: Dan di antara mereka ada yang berda: “Ya Tuhan kami,
berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami
dari siksa neraka” (Al-Bagarah: 201)

Insentif Pajak juga mengandung asas keadilan. Keadilan merupakan
tujuan utama diturunkannya hukum Allah di bumi ini. Sayyid Quthub
berpendapat bahwa keadilan dapat tercapai apabila hukum yang telah berlaku

di suatu negara dapat dipatuhi oleh warga negara serta ditetapkan berdasarkan
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musyawarah. Patuh dapat juga dikatakan atau dimaknai sebagai ketaatan, taat
dalam agama islam memiliki makna melaksanakan dengan penuh ketulusan dan
keikhlasan. Kepatuhan dijelaskan pada Q.S An-Nisa ayat 59 bahwa ketaatan
pada dasarnya ketaatan hanya pada Allah dan mengikuti sunnah Rasul serta
disempurnakan dengan menuruti atau mentaati aturan dari pemimpin yang tidak
melencng dari ajaran agama islam. Adapun kepatuhan dalam hal terhadap
aturan perpajakan yang di rancang oleh pemerintah atau pemimpinn, selama
aturan tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah maka diwajibkan
untuk mentaati atau melaksanakan kewajiban perpajakan seperti halnya perintah

zakat.

2.3 Kerangka Konseptual

System pajak yang ada di Indonesia sudah berubah sejak awal tahun
1984 yang awalnya menganut system official assessment system menjadi self
assessment system. Dalam official assessment system lebih menekankan inisiatif
pihak fiskus untuk menentuksn besarnya pajak terutang berbeda dengan self
assessment system Wajib Pajak diberikan sepenuhnya kepercayaan untuk
menghitung, memperhitungkan,n membayar atau menyetor dan melaporkan
besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah
ditentukan dalam peraturan perpajakan (Salip, & Wato, 2006). Agar wajib pajak
mematuhi aturan yang sudah berlaku maka pemerintah atau DJP menerapkan
sanksi pajak. Menurut (Mardiasmo, 2009) sanksi pajak adalah jaminan bahwa

ketentuan aturan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, yang artinya sanksi
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pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan

perpajakan

Fasilitas Insentif Pajak merupaan suatu instrument yang dapat
mengurangi beban pajak pihak manapun untuk membujuk mereka untuk
berinvestasi dalam proyek atau ssektor tertentu. Insentif pajak ini bertujuan agar
wajib pajak patuh taerhadap patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan
nya. Kebijakan Insentif Pajak ini merupakan kebijakan yang bertentangan
dengan sanksi pajak. Karena sanksi pajak merupakan kebijakan berupa
hukuman atau denda yang dikarenakan wajib pajak melanggar aturan
perpajakan sementara Insentif Pajak merupakam kebijakan yang bertujuan
untuk memberikan kemudahan berupa pembebasan pajak, pengurangan pajak,
penangguhan pajak serta pemotongan pajak yang berkaitan dengan masa pajak

tertentu tanpa takun adanya denda.

Dari uraian di atas dengan penelitian ini akan dijelaskan apakah sanksi
perpajakan dan Insentif Pajak dapat memitigasi tindakan ketidakpatuhan pajak.

Di bawah ini merupakan model konseptual yang disajikan dalam gambar 2.2.



Gambar 2.2
Model Konseptual
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2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian
2.4.1 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Ketidakpatuhan Pajak
Sanksi pajak adalah bahwa ketentuan aturan perpajakan akan
dituruti/ditaati/dipatuhi, yang artinya sanksi pajak merupakan alat pencegah
agar wajib pajak tidal melakukan pelanggaran terhadap norma perpajakan
(Mardiasmo, 2009). Semakin tinggi sanksi yang diberikan terhadap wajib
pajak akan mendorong wajib pajak untuk patuh (Santoso, 2008). Sanksi pajak
akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kepatuhan wajib pajak
dikarenakan sanksi tersebut akan membebani wajib pajak apabila tidak
mematuhi aturan perpajakan akibatnya kewajiban pajak yang belum
dibayarkan wajib pajak harus segera dilunasi dan ditambah dengan adanya
denda yang harus dibayar. Oleh sebab itu tingkat kepatuhan pajak pasti akan
dipengaruhi oleh adanya sanksi pajak. Berdasarkan uraian penjelasan di atas

hipoteis yang diajukan adalah

H1: Wajib pajak yang memperoleh sanksi pajak tinggi cenderung akan
lebih patuh dibandingkan wajib pajak yang memperoleh sanksi pajak

rendah

2.4.2 Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Ketidakpatuhan Pajak
Insentif Pajak merupakan suatu kebijakan perpajakan yang diputuskan
oleh pemerintah untuk wajib pajak tertentu baik itu individu ataupun entitas
yang mendukung pemerintah, dengan tujuan untuk memberikan dorongan
serta kemudahan kepada wajib pajak untuk selalu taat dalam menyelesaikan

kewajiban perpajakannya baik waktu sekarang maupun di masa mendatang
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(Ayu, 2020). Menurut DJP (2020) mengatakan bahwa saat ini pemerintah
masih mensosialisasikan perpajakan mengenai PMK 86/2020 kepada wajib
pajak disebabkan realisai tidak tercapai sampai 10% pada bulan juli 2020.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Igbal (2019), menjelaskan
terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dari
sebelum dan sesudah diberlakukan nya insentif pajak PP nomor 23 tahun 2018.
Sedangkan menerut penelelitin yang dilakukan olehHardianti dan Setoyowati
(2019) menjelaskan bahwa kebijakan dari insentif tax allowance di sektor

perikanan kurang efektif.

Peneliti mengambil variabel Insentif Pajak karena pada tahun 2020
terjadinya krisis ekonomi di seluruh negara disebabkan oleh suatu wabah yang
dikenal dengan Covid-19. Hal in membuat pemerintah melalui kebijakan PMK
86/2020 memberikan keringanan berupa insentif pajak dari yang awal mula
tarif pajak 0,5% menjadi 0% sampai bulan Desember 2020 untuk mereka yang
memanfaatkan keringanan insentif pajak, dengan tujuan agar wajib pajak
patuh untuk memnjalankan kewajiban perpajakannya secara jujur ditengah
krisis ekonomi yang terjadi. Akan tetapi apakah kebijakan yang diberikan
pemerintah berupa insentif pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan secara jujur. Dari penjelasan

di atas maka hipotesis yang diajukan adalah

H2: Wajib pajak yang memeliki kondisi adanya program insentif pajak
cenderung lebih patuh jika dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak

memiliki kondisi adanya program insentif pajak
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2.4.3 Pengaruh Sanksi Pajak dan Insentif Pajak Secara Bersama-Sama Terhadap
Ketidakpatuhan Pajak

Sanksi pajak dan Insentif Pajak adalah suatu kebijakan yang berbeda.

Namun dua kebijakan ini akan berhasil jika saling mendukung. Insentif pajak
harus dimasifkan publikasinya dengan tujuan untuk memberikan dorongan
serta kemudahan kepada wajib pajak untuk selalu taat dalam menyelesaikan
kewajiban perpajakannya karena jika insentif pajak tidak diambil tarif pajak
akan kembali seperti semula. Berdasarkan PMK 86/2020 memberikan
keringanan berupa insentif pajak dari yang awal mula tarif pajak 0,5% menjadi
0% sampai bulan Desember 2020 untuk mereka yang memanfaatkan
keringanan insentif pajak, dengan tujuan agar wajib pajak patuh untuk
menjalankan kewajiban perpajakannya secara jujur ditengah krisis ekonomi
yang terjadi. Akan tetapi apakah kebijakan yang diberikan pemerintah berupa
insentif pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk
menyelesaikan kewajiban perpajakannya secara jujur. Oleh karena itu agar
program insentif pajak berhasil meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak
maka perlu diberlakukan sanksi yang tegas bagi mereka yang tetap tidak patuh
menjalankan kewajiban perpajakannya. Sehingga agar kepatuhan semakin
meningkat maka Insentif Pajak harus selaras dengan penegakan sanksi pajak
yang sangat tinggi agar keptuhan meningkat ketika kebijakan insentif pajak ini

berlangsung. Dari uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah :

H3: Wajib pajak yang memperoleh sanksi pajak bersamaan dengan adanya

program insentif pajak cenderung lebih patuh dibandingkan apabila wajib
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pajak hanya menerima masing-masing atas kondisi sanksi pajak dan

insentif pajak.



BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode
eksperimen. (Nahartyo, 2012) metode eksperimen yaitu suatu desain
penelitian yang bertujuan untuk menginvestigasi suat fenomena dengan cara
memanipulasi atau mengendalikan keadaan sesuai prosedur yang selanjutnya
mengamati dan menginterpretasikan hasil manipulasi keadaan tersebut.
Metode eksperimen juga dapat bermanfaat untuk menguji suatu pengaruh atau
sebabakibat yang terjadi antara variabel independen (sanksi pajak dan insentif

pajak) terhadap variabel dependen (ketidakpatuhan pajak).

Peneliti akan menggunakan metode eksperimen laboratorium untuk
penelitian ini. Menurut (Nahartyo, 2012) untuk melakukan penelitian dengan
metode eksperimen laboratorium, variabel independen akan dimanipulasi oleh
peneliti serta mengontrol variabel lain yang berpotensi mempengaruhi variabel
dependen akan tetapi tidak relevan dengan tujuan penelitian (variabel
pengganggi, variabel tak relevan atau variabel ekstrani). Metode eksperimen
laboratorium digunakan oleh peneliti karena dalam eksperimen ini peneliti
memiliki kontrol yang lebih besar sehingga memiliki keyakinan tinggi bahwa
antara variabel independen denganvariabel dependen memiliki hubungan

sebab akibat.
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Penelitian ini menggunankan studieksperimen dengan pola faktorial 2 x
2 between-subsect dengan sanksi pajak sebagai faktor (Level pertama : tinggi;
dan level kedua: rendah) serta insentif pajak (Level pertama: ada; level kedua:

tidak ada) di bawah ini merupakan tabel yang didesain oleh peneliti:

Tabel 3. 2

Desain Eksperimen 2 x 2

linsentif Pajak Sanksi Pajak
Tinggi Rendah
Ada Kelompok 1 Kelompok 2
Tidak Kelompok 3 Kelompok 4

Sumber: Diolah Peneliti

Jika dilihat dari desain eksperimen di atas, peserta/partisipan
digolongkan ke dalam 4 kelompok dengan memiliki kondisi yang berbeda-

beda setiap masing-masing kelompok, yaitu diantaranya sebagai berikut :

Kelompok 1  : Memiliki kondisi adanya sanksi yang tinggi serta adanya

insentif pajak

Kelompok 2  : Memiliki kondisi adanya sanksi yang rendah serta adanya

insentif pajak

Kelompok 3  : Memiliki kondisi adanya sanksi yang tinggi serta tidak

adanya insentif pajak

Kelompok 4  : aMemiliki kondisi adanya sanksi yang rendah serta tidak

adanya insentif pajak
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Penelitian ini menggunakan randominasi di setiap kondisi yang akan
diberikan ke peserta/partisipan. Tujuan ini dilakukan agar menghasilkan
subyek yang sama yang dimana perlakuan di setiap kelompok telah

dimanipulasi.

3.2 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel
3.2.1 Variabel Dependen
Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang
dipengaruhi karena adanya variabel independen atau variabel bebas
(Sugiyono, 2008). Dalam penelitian eksperimen variabel dependen adalah
variabel yang dapat diubah atau dimanipulasi oleh peneliti dalam suatu
jangkauan yang telah ditentukan. Ketidakpatuhan pajak adalah variabel
dependen dalam penelitian ini. Preferensi dari keputusan wajib pajak dalam
membayar atau memperhitungkan pajak yang wajib dibayar dengan memilih
salah satu dari opsi yang ditawarkan adalah sebagai bentuk yang diproksikan.
Opsi yang mengisyaratkan bahwa semua pajak yang terhitung dan segala
transaksi yang terjadi tidak ditemukan kecurangan di dalamnya merupakan
pilihan pertama, oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa
peserta/partisipan yang memilih pilihan pertama maka hal itu menunjukan
bahwa mereka patuh pajak. Opsi yang mengisyaratkan bahwa semua pajak
yang terhitung dan segala transaksi yang terjadi ditemukan adanya kecurangan
di dalamnya merupakan pilihan kedua, oleh karena itu dapat diambil
kesimpulan bahwa peserta/partisipan yang memilih pilihan kedua maka hal itu

menunjukan bahwa mereka tidak patuh pajak. Sesudah opsi telah dipilih
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peserta/partisipan kemudian diberikan sebuah pertanyaan seberapa yakin

terhadap opsi yang dipilih tersebut.

3.2.2 Variabel Independen
Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang
mempengaruhi perupahan pada variabel dependen (Sugiyono, 2008). Dalam
penelitian eksperimen variabel independen adalah variabel yang mengukur
dampak dari variabel dependen setelah mendapat perlakuan. Pada penelitian
ini variabel independen merupakan faktor yang akan dimanipulasikan pada

eksperimen ini yaitu ada dua :

a. Sanksi Pajak

Variabel sanksi pajak pada penelitian ini terjadi dua perlakuan yaitu
sanksi pajak tinggi dan sanksi pajak rendah. Kondisi dimana sanksi pajak
tinggi diberikan kepada grup 1 dan 3 sedangakan kondisi dimana sanksi pajak
rendah diberikan kepada grup 2 dan 4. Sanksi administrasi yaitu kenaikan
merupakan sanksi pajak yang akan diberlakukan pada eksperimen kali ini.
Informasi mengenai variabel sanksi pajak dalam penerlitian ini akan diberikan
kepada peserta/partisipan dengan cara tertulis mengenai kondisi pajak jika
kecurangan dilakukan oleh peserta/partisipan terhadap perhitungan pajak. Jika
peserta/partisiapan berada pada grup 1 dan 3 dimana situasi yang terjadi
adalah sanksi pajak yang tinggi maka akan diberikan sanki administrasi yaitu
kenaikan 2 kali lipat (200%) dari total seluruh pajak yang belum dibayar dan
sanksi pidana kurungan minimal 3 bulan atau maksimal 1 tahun sedangkan

apabila peserta/partisipann berada pada grup 2 dan 4 dimana situasi yang
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terjadi adalah sanksi pajak yang rendah maka akan akan dikenakan sanksi

pajak sebesar 2% dari total seluruh pajak yang belum dibayar.

Sanki pajak yang diberlakukan disesuaikan dengan aturan pajak yang
ada di Indonesia yaitu UU No 16 Tahun 2009 Mengenai Ketentuan Umum
Dan Tata Cara Perpajakan, pasal 14 ayar 3 merupakan pasal yang digunakan
untuk sanksi pajak rendah dan pasal 13a merupakan pasal yang digunakan
untuk sanksi pajak tinggi. Aturan tersebut digunakan oleh peneliti dengan
tujuan agar peserta/partisipan terinternalisasi serta sanksi yang diberkan dapat
dirasakan oleh karena itu sanksi pajak yang diberikan harus ekstrim atau sanksi

pajak yang tinggi berbeda jauh dengan sanksi pajak yang rendah.

b. Insentif Pajak

Variabel insentif pajak pada penelitian ini terjadi dua perlakuan yaitu
adanya insentif pajak dan tidak adanya insentif pajak. Kondisi dimana adanya
insentif pajak diberikan kepada grup 1 dan 3 sedangkan kondisi dimana tidak
adanya insentif pajak sanksi diberikan kepada grup 2 dan 4. Variabel insentif
pajak dari penelitian ini peserta/partisipan akan diberikan suatu situasi dimana
peserta/partisipan yang berada pada grup 1 dan 3 akan menemui situasi adanya
program insentif pajak dari pemerintah sedangkan peserta/partisipan yang
berada pada grup 2 dan 4 situasi yang terjadi yaitu tidak adanya program

insentif pajak dari pemerintah.

3.2.3 Pengukuran Variabel
Pengukuran variabel dalam penelitian ini dengan menggunakan skala likert.

Skala likert menurut Djaali adalah skala yang dapat dipergunakan untuk
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mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang
tentang suatu gejala ataupun fenomena pendidikan. Skala likert merupakan
skala psikometrik yang sering digunakan dalam kusioner, dan juga merupakan
skala yanh banyak digunakan dalam penelitian berupa survey. Skala likert
berguna untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau
sekelompok orang mengenai fenomenasosial. Dengan menggunakan skala
likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Lalu
indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-itm
instrumen yang dapt berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setap item
instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat
positif sampai sangat negatif. Skala likert kerap digunakan sebagai skala
penilaian karena memberi nilai terhadap sesuatu. Untuk keperluan analisis
kuantitatif pada penelitian ini skala likert yang digunakan adalah skala penilian
dengan menggunakan point sebagai alat ukurnya yaitu dari poin 1-10. Poin 1-
5 yang akan dipilih akan menandakan bahwa partisipan memilih keputusan
untuk tidak patuh, semakin poin nya menurun mendekati angka satu
menandakan peserta atau partisipan untuk tidak patuh. Poin 6-10 yang dipilih
akan menandakan bahwa peserta atau partisipan memilih ~ keputusan  untuk
patuh, wajib pajak akan sangat patuh apabila angka yang dipilih semakin besar

begitu juga sebaliknya.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu data primer.

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari informan yang
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dianggap mengetahui secara detail tentang masalah yang akan diteliti
(Sugiyono, 2014). Dalam penelitian dengan metode eksperimen data primer
yang dimaksud adalah observasi aktif terhadap peserya/partisipan dengan cara
memanipulasi obkel penelitian dan setelah itu mengamati dan

menginterpretasikan hasil manipulasi tersebut (Nahartyo, E., & Utami, 2016).

3.4 Partisipan Penelitian

Partisipan yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah
mahasiswa S1 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibahim Malang. Adapun alasan peneliti mengambil

mahasiswa S1 sebagai peserta/partisipan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk menguji teori yang menjelaskan
hubungan sebab akibat antara variabel independen (sanksi pajak dan insentif
pajak) dengan variabel dependen (ketidakpatuhan pajak) serta mengontrol
variabel pengganggu sehingga penelitian ini tidak dipengaruhi oleh variabel
lain kecuali variabel independen. Karena peserta/partisipan dalam penelitian
ini adalah mahasisiwa S1, varibel pengganggu dapat dikontrol oleh peneliti
salah satunya adalah pengalaman.

2. Penelitian ini menggunakan mahasiswa sebagai peserta/partisipan karena
perilaku dalam subjek mahasiswa dianggap tidak ada bedanya dengan subjek
yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Hal dikarenakan penelitian ini
lebih ditekankan pada aspek pengetahuan serta bagaimana peserta/partisipan

dalam memperoses informasi dan mengambil keputusan secara umum.
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3. Eksperimen tulen yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini,
dimana eksperimentar akan memanipulasi variabel independen dan manipulasi
akan dilakukan secara acak kepada grup-grup subjek artinya kesamaan atau
homogenitas dalam grup dapat ditingkatkan oleh eksperimen tulen ini karena
dilakukannya randomisasi. Dengan mahasiswa S1 sebagai partisipan, maka
pengalaman sudah dieliminasi oleh peneliti sebagai syarat dari randomisasi
karena pengalaman tidak diuji dalam penelitian ini.

4. Di masa depan mahasiswa S1 pasti menjadi subjek dan objek wajib pajak.
Penelitian ini jugak akan berhubungan dengan aspek keperilakukan seorang
wajib pajak serta peneliti akan memanipulasi objek penelitian agar keadaannya
sesuai dengan yang sebenarnya sehingga peserta/partisipan mampu dalam hal
pengambilan keputusan kepatuhan pajak.

5. Beberapa penelitian menunjukan bahwa mahsiswa dapat menjadi subjek
pengganti pada penelitian eksperimen yang berkaitan dalam pengambilan

keputusan (Gcabo & Robinson, 2007)

Ada beberapa kriteria dalam menentukan peserta/partisipan Yyaitu
mahasiswa S1 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas yang ada
di Indonesia yang sudah mengambil mata kuliah perpajakan 1, perpajakan 2,

lab pajak ataupun akuntansi perpajakan

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini

adalah dengan 4 tahap, yaitu pilot tesr, pelaksanaan eksperimen inti,
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manipulation check, dan demography test. Tahap-tahap tersebut harus

dilakukan secara berurutan.

3.5.1 Pilot Test
Pilot test dibuat untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan dalam
desai eksperimen serta apakah treatment sudah dilakukan dengan benar
(Cooper & Schindler, 2003). Tujuan dari test ini adalah untuk mengetahui sejauh
mana peserta atau partisipan mengetahui dan memahami kasus eksperimen
yang telah dirancang oleh peneliti. Kemungkinan adanya saran dari peserta
atau partisipan yang akan menjadi bahan masukan untuk peneliti sebagai

perbaikan ternadap materi eksperimen.

3.5.2 Eksperimen
Di tahap ini, peserta atau partisipan akan diberi satu situasi dari keempat
situasi yang berbeda. Instrumen Kkali ini dibuat dengan sebuah kasus dengan
memiliki empat situasi berbeda. tabel bawah ini akan dipaparkan bagaimana
penjelasan rinci atas instrumen yang akan digunakan pada penelitian kali ini

adalah :
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No Variabel Indikator Kondisi
1 Ketidakpat Ketidakpatuhan akan dinilai dalam bentuk suatu Grup 1
uhan Pajak keputusan untuk memilih antara patuh atau tidak Grup 2
patuh peserta atau partisipan akan dberikan Grup 3
sebuah skala 10 Poin. Poin 1-5 yang akan dipilih  Grup 4
akan menandakan bahwa partisipan memilih
keputusan untuk tidak patuh, semakin poin nya
menurun mendekati angka satu menandakan
peserta atau partisipan untuk tidak patuh. Poin 6-
10 yang dipilih akan menandakan bahwa peserta
atau partisipan memilih keputusan untuk
patuh,
2 Sanksi Sanksi Pajak Tinggi Grup 1
Pajak Pada Penelitian ini informasi tertulis mengenai Grup 3

sanksi pajak akan diberikan kepada peserta atau
partisipan bahwa sitauasi sanksi pajak apabila
peserta atau partisipan melakukan kecurangan
atau penyelewengan terhadap perhitungan pajak.
Akan diberikan sanksi pajak berupa sanksi
administrasi sebesar 2X lipat (200%) dari
jumlah pajak yang belum dilaporkan serta
Sanksi pidana kurungan paling singkat 3 (tiga)

bulan atau paling lama 1 (satu) tahun
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Sanksi Pajak Rendah Grup 2
Pada penelitian ini informasi tertulis mengenai Grup 4
sanksi pajak akan diberikan kepada peserta atau
partisipan bahwa situasi sanksi pajak apabila

peserta atau partisipan melakukan kecurangan

atau penyelewengan terhadap perhitungan pajak.

Akan diberikan sanksi sebesar 2% dari jumlah

pajak yang belum dibayarkan.

Insentif Ada Insentif Pajak Grup 1l
Pajak Pada penelitian informasi akan diberikan Grup 3

kepada peserta atau partisipan bahwa pemerintah

mengeluarkan kebijakan berupa insentif pajak

yang merupakan kebijakan untuk meringankan

beban wajib pajak dalam membayar kewajiban

perpajakan dengan syarat melaporan laporan

realisasi pendapatan. Peserta atau partisipan

akan disuruh memilih apakah akan mengikuti

insentif pajak atau tidak ~ mengikuti.

Tidak Ada Tax Amnesty Grup 2
Pada penelitian ini tidak adanya kebijakan Grup 4
insentif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah
sehingga tidak ada keringanan bagi wajib pajak

dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Eksperimen ini terdapat 4 grup dengan treatment pada setiap material
kasusnya yang berbeda-beda seprti pada tabel 3.1. Material kasus yang
dirancang pada eksperimen ini, peserta atau partisipan akan diberi peran
sebagai wajib pajak ornag pribadi yang memiliki usaha jual beli pakaian.

Peserta atau partispan aakan diberikan informasi berupa pendapatan bruto
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serta perhitungan pajaknya dari tahun 2018-2020. Pada praktiknya pada tahun
2020, dikarenakan pandemi covid 19 yang membuat perekonomian turun
drastis, peserta atau partisipan melakukan pengecilan pendapatan bruto shesar

100.000.000 agar beban pajaknya lebih kecil.

Selanjutnya peserta atau partisipan diberi sebuah informasi berupa
adanya kebijakan Insentif Pajak (Grup 1 dan Grup 3) serta memberi penjelasn
bahwa Insentif Pajak merupakan sebuah program kemudahan atau keringanan
yang diberikan pemerintah untuk wajib pajak meliputi pembebasan pajak,
pengurangan pajak serta penangguhan pajak dengan syarat melaporkan
laporan realisasi setiap bulannya pada tahun diberikannya insentif pajak yaitu
tahun 2020. Peserta atau partisipan akan diminta untuk memilih apakah akan
mengikuti program Insentif Pajak atau tidak melihat kemudahan serta
keringanan yang diberikan oleh pemerintah kepada peserta atau partisipan.
Sedangkan untuk grup 2 dan 4 tidak adanya kebijakan Insentif Pajak dengan
kata lain tidak adanya kemudahan dan keringanan perpajakan di dalam

material kasusnya.

Informasi selanjutnya akan diberikan kepada peserta atau partisipan
berupa ringkasan peredaran bruto serta PPh final pada tahun 2020 serta
perhitungan laba wajib pajak. Selanjutnya diberikan dua pilihan dalam
menghitung pajaknya. Pertama menghitung pendpatan sesuai relaisasinya
(PPh final sesuai realisasi) dan pilihan yang kedua menghitung pendapatan
tidak sesuai dengan realisasinya (PPh final tidak sesuai realisasi). Informasi

mengenai sanksi pajak juaga akan diberikan pada material kasus ini. Pada grup
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1 dan 3 terdapat sanksi berupa sanksi administrasi yaitu kenaikan 2X lipat
(200%) dari jumpah pajak yang tidak dilaporkan serta sanksi pidana berupa
kurungan paling rendah 3 bulan atau paling tinggi 1 tahun sedangkan pada

grup 2 dan 4 sanksi pajak berupa sanksi administrasi yaitu bunga 2% per bulan.

Di akhir material kasus pada eksperimen ini, peserta atau partisipan
sebagai wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha diminta memilih
suatu keputusan apakah menghitung pendapatan sesuai realisasinya
(perhitungan pajak sesuai realisasi) atau menghitung pendapatan tidak sesuai
dengan realisasinya (perhitungan pajak tidak sesuai realisasi). Keputusan
diambil dengan menggunakan skala 1-10. Wajib pajak akan sangat patuh

apabila angka yang dipilih semakin besar begitu juga sebaliknya.

3.5.3 Manipulation Check

Manipulation check memiliki tujuan untuj mengukur apakah variabel
dependen mampu memberikan pengaruh kepada peserta atau partisipan dan
juga sebagai pengukuran tambahan pada penelitian eksperimen yang sedang
dilakukan dengan maksud untuk menilai apakah peserta atau partisipan
memahami dan bagaimana peserta atau partisipan menginterpretasi
manipulasi dan/atau untuk mengukur efek langsung dari manipulasi
(Gravetter, F. J., & Forzano, 2012). Setiap penelitian eksperimen mempunyai
pengecekan manipulasi yang bermacam-macam tergantung kondisi dan
karakteristik. Di penelitian ini, manipulation check dilakukan dengan memberi
3 buah pertanyaan kepada peserta atau partisipan dan menjawab pertanyaan

yang dianggap benar oleh peserta atau partisipan. Manipulation check
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dilakukan dengan tujuan agar peserta atau partisipan telah memperoleh
manipulasi situasi sanksi pajak dan insentif pajak yang telah mereka dapatkan

pada penelitian ini.

3.5.4 Demography Test
Tes demografi bertujuan untuk mengetahui statistik deskriptif dari
seluruh peserta atau partisipan. Tes ini juga bertujuan mengetahui informasi
berupa umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan juga
yang sudah menempuh mata kuliah hukum pajam dan lab pajak adalah kriteria

yang disyaratkan kepada peserta atau partisipan.

3.6 Prosedur Eksperimen

Pada eksperimen ini akan dikordinasi secara ketat agar memastikan
setiap peserta/partisipan menyelesaikan material kasus secara independen.
Eksperimen ini dilakukan secara online menggunakan E-learning UIN
Malang. Prosedur eksperimen dimulai dengan memberikan penjelasan secara
singkat mengenai prosedur penugasan eksperimen oleh peneliti kepada

peserta/partisipan. Pelaksanaan eksperimen dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:

3.6.1 Tahap Menentukan Peserta/Partisipan
Sebelum dilakukannya eksperimen, peneliti akan memasuki grup-grup kelas
akuntansi dengan memanfaatkan informasi dari teman satu angkatan peneliti.
Setelah itu peneliti akan mengirim pesan kepada masing-masing mahasiswa
agar bersedia menjadi partisipan dari penelitian eksperimen ini. Peneliti akam
memberikan penjelasan tentang maksud serta tujuan penelitian eksperimen dan

prosedur penugasan yang akan dikalukan oleh partisipan selama eksperimen.
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3.6.2 Tahap Pra Eksperimen

Tahap Pra Eksperimen ini peneliti akan membuat list masing-masing partisipan

agar mudah dalam menghubungi partisipan. Peneliti membatasi cakupan

partisipan dengan membuat indikator yang sesuai dengan kriteria yang telah di

tentukan yaitu mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah kuliah perpajakan

1, perpajakan 2, lab pajak ataupun akuntansi perpajakan.

3.6.3 Tahap Persiapan

Pada tahap ini peneliti akan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan di E-

learning sesuai dengan prosedur eksperimen. Peneliti juga akan memastikan

apakah E-learning sudah diatur sesuai yang diinginkan sehingga tidak terjadi
kesalahan yang membuat data eksperimen tidak berlaku atau eror.
3.6.4 Tahap Pelaksnaan

1. Peneliti akan memasukan NIM partisipan ke dalam kelas eksperimen di E-
learning dan diminta untuk membaca material kasus yang diberikan.

2. kemudian partisipan diminta untuk menganalisa kondisi atau situasi guna
pengambilan keputusan yang tepat setelah membaca material kasus yang
diberikan. Setelah itu peserta/partisipan diminta agar ,engisi kusioner
dengan melakukan pilihan jawaban serta keputusan yang tepat dengan
skala pengukuran yang telah diatur dalam eksperimen.

3. Di akhir peserta/partisipan diminta untuk mengisi cek manipulasi yaitu
dengan cara menjawab quis yang telah diberikan.

3.6.5 Tahap Penutupan
Sebagai penutup dari kegiatan eksperimen ini peneliti mengucapkan terima

kasih atas ketersedian peserta/partisipan dalam meluangkan waktunya serta
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tenaganya untuk terlibat dalam penelitian esperimen ini dan memberikan doa
agar peserta/partisipan dimudahkan selalu urusan nya baik di dunia maupun di

akhirat.

3.7 Tekhnik Analisis Data

3.7.1 Analysis of Variance

Pengajuan hipotesis yang digunakan pada penelitian ini Yyaitu
menggunakan Analysis of Variance (ANOVA). Anova adalah metode untuk
mengujisuatu hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih
variabel independen (Ghozali, 2006). Sebelum itu peneliti melakukan
pengujian hipotesis terlebih dahulu peneliti akan menganalisis data
eksperimen dengan cara menggunakan statistik deskriptif untuk
menggambarkan demografi peserta atau partisipan penelitian. Setelh itu
dilaakukan uji Anova. Dalam pengujian ilmu sosial tingkat signifikansi yang
dignakan dalam pengujian anova adalah 5% dan 10% (JR, Babin., &

Anderson, 2010).

3.7.2 Asumsi Analysis of Variance
Agar dapat menggunakan uji statistik ANOV A maka harus dipenuhi beberapa
asumsi dibawabh ini (Ghozali, 2006).
a. Uji Homogenitas
Dalam uji homogentas ini variabel dependen harus memiliki varian yang sama
dalam setiap kategori variabel independen. Apabila terdapat lebih dari satu

variabel independen, maka harus ada homogenity of variance di dalam cell
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yang dibentuk oleh variabel independen. Dalam SPSS test ini dinamakan
Levene’s test of homogenity of variance. Apabila Levene test signifian
(propabilitas < 0.05) maka dapat disimpulkan hipotesis nol akan ditolak karena
group memiliki variance yang berbeda dan hal ini menyalahi asumsi. Maka hal
yang dikehendaki adalah tidak dapat menolak hipoesis nol atau hasil dari
Levene tesr tidak signifikan (probabilitas > 0.05).
b. Uji Randomisasi
Uji randomisasi dilakukan agar mengetahui apakah data sudah homogen dalam
masing-masing grup, tidak ada perbedaan yang mencolok dalam distribusi
material kasus. Uji randomisasi yang diberikan meliputi jenis kelamin, usia,
dan pengalaman kerja. Ini disebabkan ketiganya melekat pada setiap masing-
masing subjek penelitian, sehingga dikhawatirkan ketiganya dapat
mengganggu tujuan awal dari penelitan serta hasil dari penelitian ini.
c. Uji Normalitas
Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk memeriksa apakah data
penelitian kita berasal dari populasi yang seberannya normal. Ghozali (2016)
mengatakan bahwa sebelum melakukan uji statistik, langkah awal yang harus
dilakukan adalah melakukan screening terhadap data yang akan diolah. Hal ini
bertujuan untuk melihat apakah variabel terdistribusi secara normal agar hasil
dari uji statistik tidak terdegradasi, dimana variabel pengganggu memiliki
distribusi normal.
3.7.3 One Way Analysis of Variance
Hipotesis 1 dan 2 akan diuji pada penelitian ini dengan menggunakan

one way analysis of variance. Ghojali (2006) mengatakan one way analysis of



50

variance merupakan metode yang digunakan untuk menguji hubungan antara

satu variabel dependen dengan satu atau lebih veariabel independen

3.7.4 Two Way Analysis of Variance
Hipotesis 3 akan diuji di penelitian ini dengan menggunakan two way
analysis of variance. Seperti yang dinyatakan oleh Ghozali (2006) apabila ada
pengujian variabel independen jumlahnya dua atau lebih terhadap variabel

dependen, maka ini disebut two way analysis of variance



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pilot Test

Peneliti melakukan uji pilot test dengan tujuan untuk melihat apakah prosedur
dari eksperimen, material kasus dan juga desain eksperimen yang sudah dirancang bisa
terlaksana dengan baik. Kehadiran pilot test ini dapat memberikan masukan dan juga
perbaikan bagi peneliti terkait partisipan material kasus yang sudah disebar sehingga
diharapkan eksperimen yang sebenarnya yang akan dilakukan nanti bisa terlaksana
dengan lancar.

Uji pilot test dilaksanakan secara online dengan menggunakan E-Learning UIN
Malang terhadap mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang. Jumlah total dari partisipan yang mengikuti pilot test ini yaitu
sebanyak 16 partisipan. Berikut ini adalah data statistik deskriptif mengenai respon

ketikpatuhan pajak pada pilot test.

51
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Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Mengenai Respon
Kepatuhan Pada Pilot Test
Sanksi Perpajakan

Tinggi Rendah
Grup 1 Grup 2 (N=8)
(N=4) (N=4) Mean=6,63
Ada
Mean=7 Mean=6,25 Std. Dev=1,996
Insentif Std. Dev=2,449 Std. Dev=1,708
Pajak Grup 3 Grup 4 (N=8)
) (N=4) (N=4) Mean=6,62
Tidak Ada
Mean=7,75 Mean=5,50 Std. Dev=3,292
Std. Dev=3,304 Std. Dev=3,317
(N=8) (N=8) (N=16)
Mean=7,38 Mean=5,58 Mean=6,62
Std. Dev=2,722 Std. Dev=2,475 Std. Dev=2,630

Ketika akhir pelaksanaan pilot test, peneliti berdiskusi dengan partisipan untuk
meminta para partisipan tersebut memberikan saran dan juga kritikan terhadap material
kasus yang diberikan. Hal tersebut akan digunakan untuk bahan pertimbangan serta
perbaikan material kasus agar mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Pada pilot
test ini, peneliti mendapatkan beberapa saran dan kritikan atas material kasus yang telah
diberikan. Berikut adalah beberapa saran dan kritikan dari para partisipan tersebut:

a. Penjelasan mengenai instruksi eksperimen ini, tidak hanya dipaparkan di E-
Learning melainkan peneliti juga melakukan penjelasan melalui chat
Whatshaap kepada para partisipan.

b. Memberikan keterangan kembali pada saat pengambilan keputusan patuh

atau tidak patuh mengenai apa yang harus mereka pilih.
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c. Material Kasus yang dibagikan kepada para partisipan dibuat dengan
gambar animasi agar lebih menarik.

Selain mencari beberapa saran dan juga kritik dari partisipan, peneliti juga harus
yakin akan material kasusnya dapat dengan mudah dipahami oleh para partisipan. Hal
ini sangat penting dikarenakan material kasus yang berlebihan dapat memberikan
dampak yang tidak baik bagi kondisi psikologis para partisipan dan juga berdampak
pada hasil eksperimen yang akan dihasilkan nantinya. Partisipan memberikan pendapat
bahwa material kasus yang ada sudah cukup dan mudah dipahami. Saran dan kritikikan
dari para partisipan tersebut menjadi dasar dari perbaikan material kasus ataupun
prosedur eksperimen yang sesungguhnya yang akan dilakukan nanti agar hasil yang

diperoleh lebih bagus dari sebelumnya.

4.2 Pelaksanaan Eksperimen

Eksperimen ini dilakukan secara online melalui E-Learning UIN Malang pada
mahasiswa Strata Satu Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang yang sudah menempuh mata kuliah yang memiliki hubungan dengan
bidang perpajakan. Jumlah partisipan dari setiap eksperimen yang sudah dilaksanakan
pada tanggal tersebut adalah sebanyak 72 partisipan. Pada eksperimen ini telah
dilaksanakan randomisasi pada saat pembagian material kasusnya, yang mana para
partisipan hanya mendapatkan satu dari empat material kasus yang disediakan dan tidak

melihat karakteristik yang ada dari para partisipan.
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4.3 Cek Manipulasi

Eksperimen ini memberikan dua pertanyaan cek manipulasi yang terdiri dari
satu pertanyaan untuk variabel sanksi pajak dan satu pertanyaan untuk variabel insentf
pajak. Pertanyaan untuk variabel sanksi pajak adalah berkaitan dengan nilai sanksi yang
diberikan oleh pemerintah pada material kasus yang diterima sedangkan pertanyaan
untuk variabel insentif pajak berkaitan dengan ada tidaknya program insentif pajak

yang telah diterima.

Tabel 4.2. Ringkasan Data Yang Diolah

Keterangan Jumlah (%)
Total partisipan 72 partisipan
(100%)
Tidak lolos cek manipulasi 12 partisipan
(16,67%)
Total partisipan yang diikutkan dalam pengujian lebih 60 partisipan
lanjut (83,33%)

kriteria untuk menentukan lolos atau tidaknya partisipan dari cek manipulasi ini
adalah para partisipan tersebut wajib menjawab semua pertanyaan yang cek manipulasi
yang telah disediakan dengan benar. Apabila diantara pertanyaan tersebut ada yang
dijawab dengan salah, maka partisipan tersebut akan dikelompokkan kedalam
kelompok yang tidak lolos cek manipulasi dan datanya tidak akan digunakan untuk

analisis berikutnya.
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Tabel 4.3
Rincian Sebaran Partisipan yang Melanjutkan Eksperimen dan Gagal

Melanjutkan Eksperimen

Keterangan Grup Total (%)
1 2 3 4
Jumlah Partisipan Awal 19 18 18 17  72(100%)
Jumlah Partisipan yang gagal Melanjutkan
Eksperimen:
e Tidak Lolos Cek Manipulasi 4 3 3 2 12 (16,6%)

Jumlah partisipan akhir yang dilanjutkan ke 15 15 15 15 60 (83,3%)

analisis selanjutnya

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari sebanyak 72 partisipan
terdapat 12 partisipan yang tidak lolos cek manipulasi sehingga datanya tidak dapat
dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya. Partisipan yang tidak lolos tersebut berasal
dari grup satu sampai grup empat yang masing-masing setiap grupnya terdapat 3

partisipan yang tidak lolos cek manipulasi.

4.4 Statistik Deskriptif Demografi Partisipan

Partisipan awal pada eksperimen ini adalah sebanyak 72 partisipan, tapi yang
lolos ke proses selanjutnya hanya 60 partisipan. Partisipan tersebut terdiri dari 20
partisipan yang berjenis kelamin laki-laki dan 40 partisipan yang berjenis kelamin
perempuan. Rincian usia dari para partisipan dalam eksperimen ini adalah pada rentang
usia 21-22 sebanyak 15 orang dan pada rentang usia diatas 22 sebanyak 45 orang.

Pada eksperimen ini, sebanyak 25 partisipan berada pada semester 5-8,
sedangkan sebanyak 35 partisipan berada pada semester 8 keatas. Partisipan dalam

eksperimen ini harus memenuhi persyaratan sedang atau sudah pernah menempuh mata
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kuliah yang berkaitan dengan perpajakan. Partisipan pada eksperimen ini sudah
menempuh mata kuliah perpajakan sehingga mereka sudah lolos dari syarat untuk
mengikuti eksperimen ini. Berikut adalah data dari seluruh partisipan yang lolos ke
tahap analisis berikutnya:

Tabel 4.4

Karakteristik Demografi Partisipan Pada
Keseluruhan Grup dan Masing-Masing Grup

Keterangan Rincian di Keseluruhan Grup dan di Masing-masing Grup
Keseluruhan Grup
Pria (P)= 20 partisipan Wanita(W)= 40 partisipan
Masing-masing Grup
Jenis Kelamin  Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4
L=7 L=6 L=3 L=4
P=8 P=9 P= 12 P= 11
Keseluruhan Grup
21-22 tahun= 15 partisipan Min=1
>22 tahun= 45 partisipan Max= 2
Mean= 1,75
Std= 0,437
Masing-masing Grup
Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4
Usia 21-22=5 21-22=4 21-22= 3 21-22=3
>22 =10 >22 =11 >22 =12 >24 =12
Min=1 Min=1 Min=1 Min= 1
Max= 2 Max= 2 Max= 2 Max= 2

Mean= 1,67 Mean= 1,73 Mean= 1,80 Mean= 1,80
Std= 0,488 Std= 0,458 Std=0,414 Std= 0,414

Keseluruhan Grup

Semester 5-8 (A) =25 Semester >8 (B) = 35
artisipan artisipan
Tingkat P . P i g P
Pendidikan Masing-masing Grup
Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4
A= 7 A=9 A= 2 A= 7

B= 8 B=6 B=13 B= 8
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4.5 Pengujian Randomisasi

Pada kenyataannya saat eksperimen telah dilaksanakan dengan cara
randomisasi, maka tidak diperlukan adanya pengujian randomisasi lagi. Akan tetapi,
demi meyakinkan peneliti bahwa para partisipan sudah terandomisasi antarsel, maka
dilakukanlah pengujian randomisasi ini. Hasil dari pada pengujian randomisasi berguna
sebagai dasar dalam penentuan perkiraan variabel atau karakteristik demografi yang
mana yang perlu dimasukkan sebagai kovariat jika nanti ditemukan hasil yang
signifikan. Kovariat sendiri adalah variabel ekstrani (di luar variabel yang diteliti) yang
dikhawatirkan juga memiliki pengaruh terhadap hasil eksperimen.

Pertama, pada variabel demografi jenis kelamin, setelah dilaksanakan uji Chi-
Square (df= 9 ; N= 60) ditemukan perbedaan yang signifikan antarsel (Pearson X?=
20,059 ; p<0,018). Hal ini berarti bahwa adanya kemungkinan dari variabel jenis
kelamin yang belum terandomisasi. Oleh karena itu, variabel jenis kelamin nantinya
akan dimasukkan sebagai kovariat ketika melaksanakan pengujian tambahan dengan
Ancova.

Berikutnya untuk hasil dari uji Chi-square variabel demografi tingkat
pendidikan (df=9 ; N=60) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan
(Pearson X?= 12,794 ; p>0,172). Hasil uji Chi-square variabel demografi usia (df=9 ;
N= 60) menunjukkan hasil tidak ada perbedaan signifikan (Pearson X?= 12,040 ;
p>0,211).

Berdasarkan hasil diatas tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
randomisasi atas tingkat pendidikan dan usia sudah berjalan dengan efektif, yang mana
hal tersebut menandakan penempaan partisipan ke dalam grup eksperimen telah

berhasil dilakukan secara acak.
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Sebelum melanjutkan ke tahap hasil pengujian hipotesis, peneliti akan

memaparkan terlebih dahulu hasil statistik deskriptif dari tingkat kepatuhan pada setiap

grup dan pada keseluruhan grup. Setelah itu akan dilakukan uji Levene’s Test, hasil

dari pengujian Levene’s Test adalah signifikan yang artinya varians antar setiap grup

bersifat homogen. Walaupun demikian, belum tentu pengujian Anova tidak perlu

dilaksanakan. Pengujian Anova tetap akan dilaksanakan, akan tetapi dilihat terlebih

dahulu angka yang didapatkan dari uji Tamhane atau Dunnett T3 yang mana

diperuntukkan pada saat hasil Levene’s Test signifikan. Hasil tersebut menunjukkan

kalau angka statistik yang didapatkan tidak jauh berbeda.

Tabel 4.5

Statistik Deskriptif Respon Kepatuhan

Sanksi Perpajakan

Tinggi Rendah
Grup 1 Grup 2 (N=30)
A (N=15) (N=15) Mean=7,90
Mean=8,33 Mean=7,47 Std. Dev=2,218
Insentif Std. Dev=1,397 Std. Dev=2,800
Pajak Grup 3 Grup 4 (N=30)
ek Ada (N=15) (N=15) Mean=6,53
Mean=7,60 Mean=5,47 Std. Dev=2,849
Std. Dev=1,993 Std. Dev=3,226
(N=30) (N=30) (N=60)
Mean=7,97 Mean=6,47 Mean=7,22

Std. Dev=1,732

Std. Dev=3,137

Std. Dev=2,624
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Variabel Sanksi Pajak Tinggi (H1) pada keseluruhan grup memiliki nilai rata-
rata sebesar 7,97 dengan nilai standar deviasi dari variabel ini sejumlah 1,73. Dan
Sanksi Pajak Rendah (H1) pada keselurugan grup memiliki nilai rata-rata sebesar 6,47
dengan standar deviasinya 3,137. Berdasarkan data diatas terkait sanksi pajak dapat
disimpulkan jika rata-rata sanksi pajak tinggi memiliki tingkatan kepatuhan pajak yang
tinggi pula dibandingkan dengan sanksi pajak rendah.

Variabel Adanya Insentif Pajak (H2) pada keseluruhan grup memiliki nilai rata-
rata sebesar 7,90 dengan nilai standar deviasi dari variabel ini sejumlah 2,218. Dan
Tidak Adanya Insentif Pajak (H2) pada keselurugan grup memiliki nilai rata-rata
sebesar 6,53 dengan standar deviasinya 2,849. Berdasarkan data diatas terkait insentif
pajak dapat disimpulkan jika rata-rata adanya insentif pajak memiliki tingkatan

kepatuhan pajak yang tinggi pula dibandingkan dengan tidak adanya insentif pajak.

Tabel 4.6

Pengujian Hasil Hipotesis Anova 2x2

Dependent Variable: Kepatuhan

Source df Mean Square F Sig.
Corrected Model 3 22,594 3,739 ,016
Intercept 1 3124,817 517,109 ,000
IP 1 28,017 4,636 ,036
SP 1 33,750 5,585 ,022
IP * SP 1 6,017 ,996 ,323
Error 56 6,043

Total 60

Corrected Total 59

a. R Squared =,167 (Adjusted R Squared =,122)
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Pada hipotesis 1 penelitian ini yaitu menguji main effect dari pada variabel
sanksi pajak terhadap kepatuhan atau untuk melihat apakah terdapat perbedaan
keputusan kepatuhan antara partisipan yang diberikan manipulasi sanksi pajak tinggi
dengan sanksi pajak rendah. Hasil pengujian hipotesis 1 menyatakan hasil yang
signifikan untuk variabel sanksi pajak (F= 5,585 ; p<0,022). Berdasarkan tabel diatas
dapat dilihat bahwa nilai rata-rata keputusan partisipan yang diberikan manipulasi
sanksi pajak tinggi adalah sebesar 7,97 dan sanksi pajak rendah adalah sebesar 6,47.
Nilai signifikansi dari hasil uji hipotesis pada variabel sanksi pajak menunjukkan nilai
0,022 yang mana lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti Hipotesis 1 terdukung.

Hipotesis 2 pada penelitian ini melakukan uji main effect atas variabel insentif
pajak terhadap kepatuhan, uji ini bermaksud untuk melihat apakah terdapat perbedaan
keputusan kepatuhan antara partisipan yang ada insentif pajak dengan partisipan yang
tidak ada insentif pajak Hasil dari pada uji hipotesis 2 menyatakan hasil yang signifikan
untuk variabel insentif pajak (F= 4,636, p<0,036). Berdasarkan hasil tabel diatas dapat
dilihat bahwa nilai rata-rata keputusan partisipan yang diberikan manipulasi ada
insentif pajak adalah sebesar 7,90 dan untuk nilai rata-rata manipulasi tidak ada insentif
pajak adalah sebesar 6,53. Nilai signifikansi dari hasil uji hipotesis pada variabel
insentif pajak menunjukkan nilai 0,036 yang mana lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti
Hipotesis 2 terdukung.

Hasil hipotesis 3 yaitu hasil yang berkaitan dengan interaction effect diantara
variabel insentif pajak dengan variabel sanksi pajak. Hasil dari uji hipotesis 3 ini
menunjukkan hasil yant tidak signifikan (F= 0,996 ; p>323). Berdasarkan tabel
deksriptif diatas dapat ditemukan selisih dari pada nilai kepatuhan antara grup 1 dan

grup 3 adalah sebesar 0,73 dan selisih nilai kepatuhan antara grup 2 dan grup 4 adalah
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sebesar 2. Dapat dilihat bahwa interaksi terjadi pada grup 1 yaitu pada saat sanksi pajak
tinggi dan ada insentif pajak.

Walaupun hasil uji interaksi tidak signifikan, akan tetapi hasil ujinya sesuai
dengan arah hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini memperkirakan jika insentif pajak
dan sanksi pajak akan bersama-sama mempengaruhi berkurangnya ketikpatuhan pajak
pada level ada insentif pajak dan sanksi pajak yang tinggi. Hal ini bermakna interaksi
antara insentif pajak dan sanksi pajak tidak memberikan pengaruh berkurangnya
ketidakpatuhan pajak atau bisa diartikan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
yang melaksanakan kegiatan usaha lebih cenderung patuh pada saat insentif pajak atau
sanksi pajak tersebut mempengaruhi kepatuhan pajak secara terpisah. Berdasarkan hal

tersebut maka hipotesis 3 tidak didukung.

4.6.1 Pengujian Tambahan Ancova

Bagian akhir dari pengujian hipotesis adalah melakukan pengujian Ancova.
Seperti yang telah dijabarkan pada pengujian randomisasi, terdapat satu variabel
demografi yang memiliki perbedaan signifikan antar selnya yaitu variabel demografi
jenis kelamin. Hal ini berarti variabel demografi jenis kelamin ada kemungkinan belum
terandomisasi. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukannya pengujian tambahan, yaitu
pengujian Ancova dengan cara memasukkan variabel jenis kelamin sebagai kovariat.
Pengujian Ancova bertujuan untuk meyakinkan peneliti jika variabel dependen pada

penelitian ini hanya dipengaruhi oleh variabel independen yang dimanipulasikan.
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Tabel 4.7
Hasil Pngujian Hipotesis Ancova

Dependent Variable: Kepatuhan

Mean
Source df Square F Sig.
Corrected 4 19,694 3,308 ,017
Model
Intercept 1 135,958 22,839 ,000
JK 1 10,993 1,847 ,180
IP 1 34,540 5,802 ,019
SP 1 33,750 5,670 ,021
IP* SP 1 4,869 ,818 ,370
Error 55 5,953
Total 60
Corrected 59
Total

a. R Squared =,194 (Adjusted R Squared =,135)
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa setelah variabel jenis kelamin

dimasukkan sebagai kovariat, nilai yang signifikansi yang dihasilkannya adalah sebesar
0,180 (F= 1,847 ; p>0,180). Hal ini berarti variabel jenis kelamin tidak berpengaruh
terhadap variabel kepatuhan atau variabel kepatuhan pajak yang diuji tidak ikut

dipengaruhi oleh variabel jenis kelamin.

4.7 Diskusi Hasil Penelitian

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilaksanakan, ditemukan bukti
terdukungnya main effect dari variabel sanksi pajak. Hal ini berarti sanksi pajak bisa
memitigasi tindakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha
terhadap tindakan ketidakpatuhan pajak. Variabel sanksi pajak dalam eksperimen ini

memiliki dua level yaitu terdapat sanksi pajak yang tinggi dan yang rendah. Menurut
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hasil uji post-hoc dijelaskan bahwa dari kedua level tersebut yang dapat memitigasi
tindakanketidakpatuhan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan
kegiatan usaha ketika diberikan sanksi pajak yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan
nilai mean yang paling tinggi (7,97) yaitu sanksi pajak yang tinggi dibandingkan
dengan sanksi pajak yang rendah (6,47).

(Pranetha Prananjaya & Surabaya, 2018) menjelaskan bahwa sanksi pajak yang
dikenakan terhadap penghasilan yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak akan
berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa
dengan adanya sanksi pajak maka dapat memitigasi tindakan ketidakpatuhan pajak.
Sanksi pajak merupakan salah satu tindakan Direktorat Jenderal Pajak dalam mencegah
para Wajib Pajak Orang Pribadi agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan
terkait perpajaka. Dengan adanya sanksi pajak tersebut maka pihak Direktorat Jenderal
Pajak dapat mengkontrol tindakan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan memberikan
suatu rambu-rambu yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Perpajakan.

Pemberlakuan sanksi pajak dapat menimbulkan efek patuh Wajib Pajak dalam
menjalankan kewajibannya, karena disebabkan adanya tekanan kepada mereka. Wajib
Pajak akan mempertimbangkan kembali setiap tindakan mereka jika mereka ingin
melakukan sebuah kecurangan dalam perhitungan pajak mereka. Apabila seorang
Wajib Pajak melakukan sebuah kecurangan dalam menghitung pajak mereka, seperti
mengecilkan pendapatannya dan ketahuan oleh pihak fiskus, maka Wajib Pajak
tersebut akan menerima sanksi pajak. Sanksi pajak itu dapat menimbulkan beban
tunggakan tambahan para Wajib Pajak. Semakin besar beban tunggakan yang didapat
Wajib Pajak, maka akan semakin berat juga kewajiban Wajib Pajak dalam melunasi

beban tersebut. Jika dikaitkan dengan teori reinforcement yang menjelaskan tentang
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seseorang akan dapat termotivasi dalam melaksanakan sesuatu jika adanya
reinforcement negatif seperti sanksi ataupun hukuman. Dikarenakan adanya sanksi
pajak yang tinggi, maka Wajib Pajak akan terdorong untuk patuh terhadap pajak.
Reinforcement negatif akan terjadi apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan
kewajibannya atau tidak patuh dalam pada saat membayar kewajibannya, maka mereka
akan diberikan sanksi atau hukuman yang mana hal tersebut dapat berupa administrasi
maupun pidana.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ngadiman & & Huslin, 2015) dan
(Pranetha Prananjaya & Surabaya, 2018) ditemukan bahwa semakin tinggi sanksi pajak
yang dikenakan kepada Wajib Pajak maka akan semakin patuh Wajib Pajak dalam
melaksanakan kewajibannya. Kedua penelitian diatas sejalan dengan apa yang peneliti
hipotesiskan pada penelitian ini, yaitu sanksi pajak yang tinggi akan memitigiasi
tindakan ketidakpatuhan dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan
usaha.

Pada hasil uji hipotesis yang telah dilaksanakan sebelumnya, ditemukan bahwa
terdukungnya main effect dari pada variabel insentif pajak. Hal tersebut berarti bahwa
variabel insentif pajak bisa memitigasi tindakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang
melakukan kegiatan usaha terkait ketidakpatuhan pajak. Pada penelitian ini terdapat
dua level dari Insentif Pajak yaitu adanya insentif pajak dan tidak adanya insentif pajak.
Berdasarkan uji post-hoc ditemukan hasil bahwa insentif pajak lebih efektif dalam
memitigasi tindakan ketidakpatuhan Wajib Pajak pada saat ada dibandingkan tidak ada.
Hal ini dapat terlihat dari nilai mean atas kepatuhan untuk patuh pada saat ada insentif
pajak yaitu sebesar 7,90 yang lebih besar dibandingkan tidak adanya insentif pajak yaitu

sebesar 6,53.
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Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Salman
Latief, 2020) serta (Andrew & Sari, 2018) yang menjelaskan bahwa Insentif Pajak
berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Insentif pajak mengarah pada ketentuan khusus
yang terdapat pada aturan perpajakan dapat berupa pengecualian dari objek pajak,
kredit, perlakuan khusus tarif pajak, atau juga penangguhan pembayaran pajak. Bentuk
kebijakan insentif fiskal itu sendiri berupa pembebasan pajak dalam periode tertentu,
dapat dikurangkannya sebuah biaya atas jenis pengeluaran tertentu atau pengurangan
tarif bea dan cukai (UN & CIAT, 2018). Dengan adanya insentif pajak ini diharapkan
akan menimbulkan suatu dorongan bagi Wajib Pajak untuk patuh dalam melaksanakan
kewajibannya untuk membayar dan menghitung pajaknya dengan benar.

Reinforcement Theory juga menjelaskan bahwa insentif merupakan salah satu
hal yang berpengaruh dalam memotivasi tindakan suatu individu. Kebijakan yang
dikeluarkan pemerintah mengenai Insentif Pajak kali ini, diberikan berupa pembebasan
pakjak selama 9 bulan terhitung dari bulan April sampai Desember 2020. Artinya para
wajib pajak yang mengikuti program Intensif Pajak kewajiban perpajakan nya akan
ditanggung oleh pemerintah sehingga hal itu dapat memotivasi para wajib pajak unruk
tidak melakukan ketidakpatuhan pajak. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa teori
kepatuhan dapat mempengaruhi seseorang agar perilaku seseorang itu berubah menjadi
lebih baik.

Namun pada penelitian yang dilakukan oleh (Dewi Syanti, Widyasari, 2020)
bahwa variable insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak. Hal ini disebabkan bahwa insentif pajak hanya diberikan dari bulan April sampai
dengan Desember 2020, dan untuk tahun 2021 mungkinkah diberikan insentif lagi dari

pemerintah. Sedangkan dengan adanya pandemi ini, perekonomian kita semakin
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menurun, dengan adanya pemberian insentif dimana halini bertujuan untuk
meningkatkan penerimaan pajak serta kepatuhan pajak. Tetapi belum tentu berjalan
dengan lancer karena ada kendala seperti menurunnya daya beli. Apabila daya beli
menurun, maka permintaan juga meurun. Selain itu dampakterberat adanya Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah, yang mengakibatkan penghasilan
masyarakat menurun.

Hasil uji hipotesis berikutnya yaitu terkait interaksi antara sanksi pajak dengan
insentif pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan
ditemukan bahwa interaction effect tidak signifikan, namun tidak pada arah yang di
hipotesiskan sehingga hipotesis tidak didukung. Peneliti merumuskan hipotesis bahwa
sanksi pajak yang tinggi dan adanya insentif pajak dapat memitigasi tindakan
ketidakpatuhan dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaksanakan kegiatan usaha dan
hasil uji hipotesis mengarah ke hipotesis yang sudah dirumuskan akan tetapi hasil
pengujian pada Two Ways Anova untuk interaksi sanksi pajak dengan insentif pajak
tidak menunjukkan hasil yang signifikan atau tingkat signifikansinya lebih dari pada
0,05. Hal ini dapat berarti bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang
melaksanakan kegiatan usaha lebih cenderung patuh pada saat insentif pajak atau sanksi
pajak tersebut mempengaruhi kepatuhan pajak secara terpisah.

Hasil uji yang muncul pada interaksi pada penelitian ini sebernya logis dan
beralasan. Hal tersebut terjadi karena kepatuhan dari pada Wajib Pajak Orang Pribadi
yang melaksanakan usaha tidak dapat diraih dengan cara menggabungkan antara sanksi
pajak yang tinggi dengan adanya insentif pajak karena kedua hal tersebut merupakan

kebijakan yang bertolak belakang.
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Insentif pajak merupakan ketentuan khusus yang diberikan pemerintah kepada
Wajib Pajak berupa pengecualian dari objek pajak, kredit, perlakuan khusus tarif pajak,
atau penangguhan pembayaran pajak. Sanksi pajak yang tinggi merupakan kebijakan
dari pemerintah dengan cara memberikan sanksi yang tinggi kepada Wajib Pajak agar
dapat memberikan efek jera kepada pelaku Wajib Pajak yang melakukan kecurangan.
Jika dua kebijakan ini diberikan secara bersama-sama sebenarnya dapat meningkatkan
kepatuhan dari pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaksanakan usaha untuk
melaksanakan kewajibannya dengan jujur. Akan tetapi kebijakan tersebut akan lebih
efektif jika dilakukan secara terpisah. Lalu kemungkinan alasan kedua adalah adanya
rasa kekhawatiran para wajib pajak saat di masa mendatang dimana kebijakan insentif
pajak tidak berlaku lagi, hal itu akan menyebabkan para wajib pajak tidak bisa lagi
mengecilkan pendapatannya agar pajak yang dibayarkan kecil disebabkan para wajib
pajak telah melaporkan realisasi pendapatan nya pada saat adanya kebijakan insentif
pajak sehingga laporan pendapatan itu akan menjadi acuan para fiskus untuk mencegah

adanya upaya pengecilan pendapatan di masa menda



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini memiliki tujuan memberikan bukti empiris mengenai: (1)
bagaimana pengaruh dari sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak, (2) bagaimana
pengaruh dari insentif pajak terhadap kepatuhan pajak, serta (3) bagaimana pengaruh
antara sanksi pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan pajak. Dari hasil analisis yang
dijelaskan di Bab, simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Sanksi pajak memberikan pengaruh bertambahnya kepatuhan pajak, yang
dimana sanksi pajak yang tinggi lebih mampu memitigasi ketidakpatuhan
wajib pajak daripada sanksi pajak rendah. Yang dimaksud sanksi pajak tinggi
adalah sanksi administrasi berupa denda dua kali lipat dari jumlag pajak serta
adanya sanksi pidana beupa kurungan paling singkat tiga bulan satau paling
lama satu tahun

2. Insentif pajak memberikan pengaruh bertambahnya kepatuhan pajak.
Dengan adanya program insentif pajak akan memningkatkan kepatuhan
wajib pajak dibandingkan dengan tidak adanya program insentif pajak
dengan artian program insentif pajak lebih mampu memitigasi
ketidakpatuhan wajib pajak

3. Sanksi pajak dan Insentif pajak, jika dua kebijakan ini diberikan secara
bersama-sama sebenarnya dapat meningkatkan kepatuhan dari pada Wajib
Pajak Orang Pribadi yang melaksanakan usaha untuk melaksanakan

kewajibannya dengan jujur. Akan tetapi dua kebijakan tersebut tidak efektif
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dalam mengurangi ketidakpatuhan pajak jika dua kebijakan tersebut di
kombinasikan.
5.2 Keterbatasan
Penelelitian yang dilakukan tidak lepas dari keterbatasan, di antaranya adalah:

1. Penelitian ini dilakukan secara online, di mana peneliti tidak bisa memantau
secara langsung partisipan yang mengisi penelitian ini sehingga sering
terdapat beberapa kesalahan seperti lupanya partisipan dalam mengisi tes
manipulasi yang di berikan.

2. Penelitian ini masih belum mengeksplor mengenai iteraksi Yyang
memungkinkan terjadi antara Insentif pajak dengan variabel lain. Contohnya
seperti variabel tarif pajak atau edukasi pajak

3. Penelitian ini hanya terbatas pada pengujian pengetahuan dengan mahasiswa
sebagai partisipan nya sehingga pengambilan keputusan diukur hanya
berdasarkan pengetahuan partisipan. Kasus yang terjadi di dunia nyata yang
dialami langsung oleh para pelaku UMKM tentunya berbeda sehingga
pengambilan keputusannya pun akan berbeda pula.

5.3 Saran

Keterbatasan yang telah dijelaskan di atas kemudian akan menjadi dasar atas
saran yang dapat dlaksanakan pada penelitian mendatang, berikut beberapa saran yang
diberikan:

1. Penelitian ini dilakukan secara online dikarenkan kondisi pandemi covid-19
yang membuat peneliti hanya bisa mengakses partisipan secara oline melalui

E-learning, diharapkan pada penelitian mendatang dengan kondisi yang
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sudah normal kembali, penelitian dengan metode eksperimen ini dilakukan
secara langsung di kelas agar lebih efektif dan maksimal.

. Walaupun penelitian ini telah banyak dilakukan akan tetapi tentu peneliti
dapat mengisi gap riset yang ada contohnya dengan meneliti variabel yang
masih belum konsisten hasilnya seperti tarif pajak dan edukasi pajak.

. Dengan topikyang sama, penelitian selanjutnya dapat melakukan eksperimen
lapangan sehingga lebih mereperesentasikan keadaan sesungguhnya dengan
partisipan langsung dari para pelaku UMKM

Insentif pajak adalah suatu fenomena yang sangat menarik dalam perpajakan,
apalagi di Indonesia, sehingga tentu banyak peluang yang dapat dieksplorasi
untuk meneliti insentif pajak. Penelitian beriktnya dapat melakukan
eksperimen yang spesifik dengan membahas faktor-faktor apa saja yang

dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mengikuti program insentif pajak.
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PILOT TEST

Grup 1

LAMPIRAN |

Descriptive Statistics

Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Insentif Pajak 4 1 1 1,00 ,000
Sanksi Pajak 4 1 1 1,00 ,000
Kepatuhan Pajak 4 5 10 7,00 2,449
Valid N (listwise) 4
Grup 2
Descriptive Statistics
Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Insentif Pajak 4 1 1 1,00 ,000
Sanksi Pajak 4 2 2 2,00 ,000
Kepatuhan Pajak 4 4 8 6,25 1,708
Valid N (listwise) 4
Grup 3
Descriptive Statistics
Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Insentif Pajak 4 2 2 2,00 ,000
Sanksi Pajak 4 1 1 1,00 ,000
Kepatuhan Pajak 4 3 10 7,75 3,304
Valid N (listwise) 4

Grup 4
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Descriptive Statistics

Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Insentif Pajak 4 2 2 2,00 ,000
Sanksi Pajak 4 2 2 2,00 ,000
Kepatuhan Pajak 4 1 8 5,50 3,317
Valid N (listwise) 4
Grup 1-3
Descriptive Statistics
Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Insentif Pajak 8 1 2 1,50 ,535
Sanksi Pajak 8 1 1 1,00 ,000
Kepatuhan Pajak 8 3 10 7,38 2,722
Valid N (listwise) 8
Grup 2-4
Descriptive Statistics
Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Insentif Pajak 8 1 2 1,50 ,535
Sanksi Pajak 8 2 2 2,00 ,000
Kepatuhan Pajak 8 1 8 5,88 2,475
Valid N (listwise) 8
Grup 1-2
Descriptive Statistics
Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Insentif Pajak 8 1 1 1,00 ,000
Sanksi Pajak 8 1 2 1,50 ,535
Kepatuhan Pajak 8 4 10 6,63 1,996
Valid N (listwise) 8
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Grup 3-4

Descriptive Statistics
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Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Insentif Pajak 8 2 2 2,00 ,000
Sanksi Pajak 8 1 2 1,50 ,535
Kepatuhan Pajak 8 1 10 6,62 3,292
Valid N (listwise) 8
Grup Total
Descriptive Statistics
Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Insentif Pajak 16 1 2 1,50 ,516
Sanksi Pajak 16 1 2 1,50 ,516
Kepatuhan Pajak 16 1 10 6,62 2,630
Valid N (listwise) 16
UJl VALIDITAS
Correlations
Grupl Grup2 Grup3 Grup4 Total

Grupl Pearson Correlation 1 7447 7247 ,798™ ,910™

Sig. (2-tailed) ,001 ,002 ,000 ,000

N 16 16 16 16 16
Grup2 Pearson Correlation 744 1 ,862™ 652" ,908™

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,006 ,000

N 16 16 16 16 16
Grup3 Pearson Correlation 724 ,862™ 1 ,654™ ,915™



Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,006 ,000

N 16 16 16 16 16
Grup4 Pearson Correlation ,798™ ,652™ ,654™ 1 ,852™*

Sig. (2-tailed) ,000 ,006 ,006 ,000

N 16 16 16 16 16
Total Pearson Correlation ,910™ ,908™ ,915™ ,852™* 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000

N 16 16 16 16 16

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dasar pngambilan keputusan validitas yaitu membandingkan nilai R tabel (N=16)
=0,4683 dengan nilai R hitung (Pearson Correlation) dan juga jika nilai sig kurang
dari 0,05 maka data valid.

Semua data diatas valid

UJI RELIABILITAS

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Based on
Standardized
Cronbach's Alpha Items N of Items
,839 ,953 5

Nilai alpha >0,7 = mencukupi

Nilai alpha >0,8 = kuat

Nilai alpha >0,9 =sempurna

Nilai alpha antara 0,7-0,9 = tinggi
Nilai alpha antara 0,5-0,7= moderat
Nilai alpha kurang dari <0,5=rendah

Data reliabel dan termasuk kedalam kategori kuat karena nilai alpha lebih dari 0,8
yaitu 0,839.

DEMOGRAPHI



Total
Statistics
Tingkat
Jenis Kelamin Pendidikan Usia

N Valid 60 60 60

Missing 0 0 0
Mean 1,67 1,58 1,75
Median 2,00 2,00 2,00
Std. Deviation 475 497 437
Minimum 1 1 1
Maximum 2 2 2

Jenis Kelamin
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid LK 20 33,3 33,3 33,3

PR 40 66,7 66,7 100,0

Total 60 100,0 100,0

Tingkat Pendidikan
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Semester 5-8 25 41,7 41,7 41,7

Semester >8 35 58,3 58,3 100,0

Total 60 100,0 100,0

Usia
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 21-22 15 25,0 25,0 25,0

>22 45 75,0 75,0 100,0

Total 60 100,0 100,0

Grup 1

78



Statistics
Tingkat
Jenis Kelamin Pendidikan Usia

N Valid 15 15 15

Missing 0 0 0
Mean 1,53 1,53 1,67
Median 2,00 2,00 2,00
Std. Deviation ,516 ,516 ,488
Minimum 1 1 1
Maximum 2 2 2

Jenis Kelamin
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid LK 7 46,7 46,7 46,7

PR 8 53,3 53,3 100,0

Total 15 100,0 100,0

Tingkat Pendidikan
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Semester 5-8 7 46,7 46,7 46,7

Semester >8 8 53,3 53,3 100,0

Total 15 100,0 100,0

Usia
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 21-22 5 33,3 33,3 33,3

>22 10 66,7 66,7 100,0

Total 15 100,0 100,0
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Grup 2
Statistics
Tingkat
Jenis Kelamin Pendidikan Usia

N Valid 15 15 15

Missing 0 0 0
Mean 1,60 1,40 1,73
Median 2,00 1,00 2,00
Std. Deviation ,507 ,507 ,458
Minimum 1 1 1
Maximum 2 2 2

Jenis Kelamin
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid LK 6 40,0 40,0 40,0

PR 9 60,0 60,0 100,0

Total 15 100,0 100,0

Tingkat Pendidikan
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Semester 5-8 9 60,0 60,0 60,0

Semester >8 6 40,0 40,0 100,0

Total 15 100,0 100,0

Usia
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 21-22 4 26,7 26,7 26,7

>22 11 73,3 73,3 100,0

Total 15 100,0 100,0

Grup 3
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Statistics
Tingkat
Jenis Kelamin Pendidikan Usia

N Valid 15 15 15

Missing 0 0 0
Mean 1,80 1,87 1,80
Median 2,00 2,00 2,00
Std. Deviation 414 ,352 414
Minimum 1 1 1
Maximum 2 2 2

Jenis Kelamin
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid LK 3 20,0 20,0 20,0

PR 12 80,0 80,0 100,0

Total 15 100,0 100,0

Tingkat Pendidikan
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Semester 5-8 2 13,3 13,3 13,3

Semester >8 13 86,7 86,7 100,0

Total 15 100,0 100,0

Usia
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 21-22 3 20,0 20,0 20,0

>22 12 80,0 80,0 100,0

Total 15 100,0 100,0

Grup 4
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Statistics
Tingkat
Jenis Kelamin Pendidikan Usia

N Valid 15 15 15

Missing 0 0 0
Mean 1,73 1,53 1,80
Median 2,00 2,00 2,00
Std. Deviation ,458 ,516 414
Minimum 1 1 1
Maximum 2 2 2

Jenis Kelamin
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid LK 4 26,7 26,7 26,7

PR 11 73,3 73,3 100,0

Total 15 100,0 100,0

Tingkat Pendidikan
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Semester 5-8 7 46,7 46,7 46,7

Semester >8 8 53,3 53,3 100,0

Total 15 100,0 100,0

Usia
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 21-22 3 20,0 20,0 20,0

>22 12 80,0 80,0 100,0

Total 15 100,0 100,0

RANDOMISASI
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JK*Y

Chi-Square Tests

Asymptotic
Significance (2-
Value df sided)
Pearson Chi-Square 20,0592 9 ,018
Likelihood Ratio 24,043 9 ,004
Linear-by-Linear Association 157 1 ,384
N of Valid Cases 60

a. 17 cells (85,0%) have expected count less than 5. The minimum expected

count is ,67.
TP*
Chi-Square Tests
Asymptotic
Significance (2-
Value df sided)
Pearson Chi-Square 12,7942 9 172
Likelihood Ratio 15,542 9 ,077
Linear-by-Linear Association ,058 1 ,809
N of Valid Cases 60

a. 16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected

count is ,83.
USIA*Y
Chi-Square Tests
Asymptotic
Significance (2-
Value df sided)

Pearson Chi-Square 12,0402 9 211
Likelihood Ratio 13,800 9 ,130
Linear-by-Linear Association ,040 1 ,842

N of Valid Cases 60




a. 17 cells (85,0%) have expected count less than 5. The minimum expected

count is ,50.

HOMOGENITAS

Levene's Test of Equality of Error Variances®”

Levene Statistic dfl df2 Sig.
Y Based on Mean 1,072 3 56 ,368
Based on Median ,846 3 56 474
Based on Median and with ,846 3 54,711 475
adjusted df
Based on trimmed mean 1,029 3 56 ,387
Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.
a. Dependent variable: Y
b. Design: Intercept + IP + SP + IP *SP
UJI HIPOTESIS
Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable: Kepatuhan
Type Il Sum of
Source Squares df Mean Square F Sig.
Corrected Model 67,7832 3 22,594 3,739 ,016
Intercept 3124,817 1 3124,817 517,109 ,000
IP 28,017 1 28,017 4,636 ,036
SP 33,750 1 33,750 5,585 ,022
IP * SP 6,017 1 6,017 ,996 ,323
Error 338,400 56 6,043
Total 3531,000 60
Corrected Total 406,183 59

a. R Squared =,167 (Adjusted R Squared =,122)
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ANCOVA

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Kepatuhan

85

Type Il Sum of Partial Eta
Source Squares df Mean Square F Sig. Squared
Corrected Model 78,7762 4 19,694 3,308 ,017 ,194
Intercept 135,958 1 135,958 22,839 ,000 ,293
JK 10,993 1 10,993 1,847 ,180 ,032
IP 34,540 1 34,540 5,802 ,019 ,095
SP 33,750 1 33,750 5,670 ,021 ,093
IP * SP 4,869 1 4,869 ,818 ,370 ,015
Error 327,407 55 5,953
Total 3531,000 60
Corrected Total 406,183 59
a. R Squared =,194 (Adjusted R Squared =,135)
POST HOC
Multiple Comparisons
Dependent Variable: Kepatuhan
Mean Difference 95% Confidence Interval
() Grup  (J) Grup (1-) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
LSD Grup 1 Grup 2 ,867 ,898 ,338 -,93 2,66
Grup 3 ,733 ,898 417 -1,06 2,53
Grup 4 2,867 ,898 ,002 1,07 4,66
Grup 2 Grup 1 -,867 ,898 ,338 -2,66 ,93
Grup 3 -,133 ,898 ,882 -1,93 1,66
Grup 4 2,000" ,898 ,030 ,20 3,80
Grup 3 Grup 1 -,733 ,898 417 -2,53 1,06
Grup 2 ,133 ,898 ,882 -1,66 1,93
Grup 4 2,133" ,898 ,021 ,34 3,93
Grup 4 Grup 1 -2,867" ,898 ,002 -4,66 -1,07
Grup 2 -2,000" ,898 ,030 -3,80 -,20
Grup 3 -2,133" ,898 ,021 -3,93 -,34



Bonferroni

Tamhane

Dunnett T3

Grup 1

Grup 2

Grup 3

Grup 4

Grup 1

Grup 2

Grup 3

Grup 4

Grup 1

Grup 2

Grup 3

Grup 4

Grup 2
Grup 3
Grup 4
Grup 1
Grup 3
Grup 4
Grup 1
Grup 2
Grup 4
Grup 1
Grup 2
Grup 3
Grup 2
Grup 3
Grup 4
Grup 1
Grup 3
Grup 4
Grup 1
Grup 2
Grup 4
Grup 1
Grup 2
Grup 3
Grup 2
Grup 3
Grup 4
Grup 1
Grup 3
Grup 4
Grup 1
Grup 2
Grup 4
Grup 1
Grup 2
Grup 3

,867
733
2,867"
-,867
-,133
2,000
-, 733
133
2,133
-2,867"
-2,000
-2,133
,867
733
2,867
-,867
-,133
2,000
-,733
,133
2,133
-2,867"
-2,000
-2,133
,867
,733
2,867"
-,867
-,133
2,000
-,733
,133
2,133
-2,867"
-2,000
-2,133

,898
,898
,898
,898
,898
,898
,898
,898
,898
,898
,898
,898
,808
,628
,908
,808
,887
1,103
,628
,887
979
,908
1,103
979
,808
,628
,908
,808
,887
1,103
,628
,887
979
,908
1,103
979

1,000
1,000
,014
1,000
1,000
179
1,000
1,000
,125
,014
179
,125
,878
,828
,031
,878
1,000
,397
,828
1,000
,216
,031
,397
,216
,857
,808
,029
,857
1,000
379
,808
1,000
,205
,029
,379
,205

-1,59
-1,72

-3,32
-2,59

-,46
-3,19
-2,32

-,32
-5,32
-4,46
-4,59
-1,48
-1,06

-3,22
-2,66
1,13
-2,53
-2,40
-,68
-5,53
5,13
-4,95
-1,47
-1,05
22
-3,20
-2,65
1,11
-2,52
-2,39
-,66
5,51
5,11
-4,93
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Lampiran I (MATERIAL KASUS)

1. INSENTIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK TINGGI

Anda adalah seorang pemilik toko
baju. Di masa pandemi ini tol
sepi, sehingga pendapatan toko

pPuUn mMmenurun

-~

(=

™ -

Sebelum ada Insentif Pajak,
normalnya anda harus mermbayar
pajak sebesar 0,5% dari
pendapatan kotor (omzet) selama
setahun, jadi:

Semisal omzetnya RpP.600.000.000
selama satu tahun, maka pajak yang
harus dibayar yaitu sebanyal:

600.000.000 x 0,5 = Rp. 3.000.000

Ini disebut dengan PPh final dan wajib
dilaporkan untuk dibayar tiap
tahunnya.

Apabila mengikuti prograrm insentif
pajak, PPh final tetap wajib dilaporkan,
sehingga total pajak yang harus
dibayar yaitu:

3000000 x0= ) Rupiah

Sekarang ada program Insentif
& 0 Pq.lnk dari pemerintah. Dengan
AT KUt program ini, pajak -
() penghasilan usaha anda akan
/’ ( ditanggung oleh permerintah
2 100% alias gratis ( usus UMKM).

Anda tetap waj F <
jumlah pendapatan anda (omzet)
secara online melalui e-reporting.

Wow, tapi pilih
yang mana ya? R R
Anda mungkin bisa mengecilkan

2jib melaporkan

angka pajak, sehingga

aslinya Rp. 600.000.000
dijadikan RpP.300.000.000 (50%)
=300.000.000 x 0.5 = RRLSOO.000

Mengecilkan angka ini pun tidak ada
gunanya, karena pajak anda sudah
ditanggung oleh pemerintah melalui
program insentif pajak

Apabila anda sampai ketahuan
mengecilkan angka pajak, maka anda
terancam mendapat sanksi
administratif dan juga sanksi pidana.

SANKSI ADMINISTRATIF

yvaitu harus membayar sejumlah pajak
vang belum dibayar 2x lipat, sehingga:

600.000.000 (omzet sebenarnya)
300.000.000 (omzet yang dikecilkan)
300.000.000 x 0,5 = 1.500.000

RP. 1.500.000 x 2 = RP.5.000.000

Jadi, anda bayar 3.000.000 Rupiah

SANKSI PIDANA
lamanya berkisar antara 3 bulan - 1 tahun

2. INSENTIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK RENDAH

Anda adalah seorang pemilik toko
baju. Di masa pandemi ini toko
sepi, sehingga pendapatan toko

puUnN Mmenurun .

=
(&) [R[p.0) i

SOt

e

ng ada progra
k dari pemerinta
‘ogram ini,
penghasilan usaha anda akan
ditanggung oleh merintah
100% alias gratis (khusus UMKM).

\\ ; Anda tetap wajib melaporkan
Jumi

pendapatan anda (ormzet)

secara

Sebelum ada Insentif Pajak,
normalnya anda harus membayar
pajak sebesar 0,5% dari
pendapatan kotor (omzet) selama
setahun, jadi:

Sermisal omzetnya Rp.600.000.000
selama satu tahun, maka pajak yang
harus dibayar yaitu sebanyak:

600.000.000 x 0,5 = RR. 3.000.000

Ini disebut dengan PPh final dan wajib

dilaporkan untuk dibayar tiap
tahunnya.

Apabila mengikuti program insentif

pajak, PPh final tetap wajib dilaporkan,

sehingga total pajak yang harus
dibayar yaitu:

s.000.000x0= () Rupiah

E reporting.

Wow, tapi pilih
yang mana ya?
Anda mungkin bisa mengecilkan
angka pajak, sehingga:

aslinya Rp. 600.000.000
dijadikan Rp.3200.000.000 (50%)
=300.000.000 x 0,5 = RR.1L500.000

Mengecilkan angka ini pun tidak ada
gunanya, karena pajak anda sudah
ditanggung oleh pemerintah melalui
program insentif pajak

Apabila anda sampai ketahuan

mengecilkan angka pajak, maka anda
akan mendapat sanksi administratif.

SANKSI ADMINISTRATIF

yaitu harus membayar sanksi
administrasi sebesar 2% setiap bulan
dari pajak yang belum dibayarkan,
sehingga:

Rp. 600.000.000 (omzet sebenarnya)

Rp. 300.000.000 (omzet yang dikecilkan)

Rp. 300.000.000 x 0,2% = Rp. 30.000/bulan
atau setara dengan Rp. 360.000/ tahun
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3. TIDAK ADA

Anda adalah seorang pemilik toko baju.

M Di masa pandemi ini
toko sepi, sehingga
500JT pendapatan toko

pPun menurun

2018 2019 2020

INSENTIF  PAJAK DAN  SANKSI

PAJAK

Walaupun toko sepi, tetap ada
biaya operasional toko seperti
biaya stok barang, gaji karyawan
dan juga pajak usaha.

Besarnya biaya operasional dan
gaji karyawan bervariasi,
sedangkan untuk pajak yaitu
0,5% pendapatan bruto (omzet)
selama setahun

Di kondlisi yang seperti ini,
ada kalanya pengusaha kecil
berusaha memperkecil
pengeluaran agar tidak
terlalu merugi.

Salah satunya adalah
memperkecil angka pajak
yang harus dibayarkan setiap
tahunnya.

HITUNG SESUAI REALISASI

Anda mcnghitung realisasi pajak sesuai
dengan keadaan keuangan yang
sebenarnya, tanpa ditambah maupun
dikurangi.

HITUNGAN PAJAK
Omzet selama setahun: Rp. 600,000,000
Rp. 600.000.000 X 0,5%= Rp.3.000.000

Sehingga pajak yan? harus dibayar dan
keuntungan yang diperoleh adalah
sebagai berikut:

Anda pilih
yang mana

MENGECILKAN ANGKA

Anda mencoba untuk memperkecil
ka omzet di realisasi paJak agar tidak
tertala rugi akibat toko sep

HITUNGAN PAJAK
600,000,000 =3 300.000.000 (Menjadi 50%)
300.000.000 X 0,5%= 1.500.000

Sehingga pajak yang harus dibayar dan
ll;au‘r‘:tur\gan yang diperoleh adalah sebagai
er

REALISASI PPH FINAL TH.2020

Omzet:

RD SOO 000.000
0!

Rp. 20.000.000
Rp.__1.500.000
Rp. 18.500.000

Reuntungan

00000
00000

17.000.000 + 12 = Rp. 1.541.667 / bulan

Namun arablla sarnpal ketahuan mengecilkan
F ka anda akan mendapat sanksi
admm stratif yang hsrus dibayar per bulannya.

© | REALISASI PPH FINAL TH.2020 o

o Omzet: Rp.600.000.000 o
Biaya 1 tahun: Rp.580.000.000

O| Laba: Rp. 20.000.000 ©
Pajak: Rp.  3.000.000

o — |©
Keuntungan bersih Rp.17.000,000

o o
17.000.000 + 12 = Rp. 1.416.667 / bulan

o o

BERAN/

i

Anda adalah seorang pemilik toko baju.

s004T '
i pun mMmenurun
2019 2020

2018

Di masa pandemi ini
toko sepi, sehingga
pendapatan toko

SANKSI ADMINISTRATIF
Pajak seharusnya:

Pajak yang sudah dibayar Rp. 1500000

Pajak yang belum dibayar  Rp. 1500.000

Sanksi pajak: Rp.1.500.000 x 0,2% = Rp.30.000/bulan
atau setara dengan Rp. 360.000/tahun
Keuntungan bersih: Rp18.500.000 - 360.000

Rp. 3.000.000

s

Walaupun toko sepi, tetap ada
biaya operasional toko seperti
biaya stok barang, gaji karyawan
dan juga pajak usaha.

Besarnya biaya operasional dan
gaji karyawan bervariasi,
sedangkan untuk pajak yaitu
0,5% pendapatan bruto (omzet)
selama setahun

Di kondisi yang seperti ini,
ada kalanya pangusaha kecil
berusaha memperkecil
pengeluaran agar tidak
terlalu merugi.

Salah satunya adalah
memperkecil angka pajak
yang harus dlbayarkan setiap
tahunnya.

HITUNG SESUAI REALISASI

Anda menghitung realisas pajak sesual
dengan keadaan keuangan yang
sebenarnya, tanpa ditambah maupun
dikurangi.

HITUNGAN PAJAK
©mzet selama setahun: RE. 600,000,000
Rp. 600.000.000 X 0,5%+ RP.3.000.000

sehingaa balak yong harus disayar dan
unNtun an yang diperoleh adalal

il s MENGECILKAN ANGKA

cil
? dk realisasi Da)ak agar tidak
farfati FuGT akIbat LOKS S6P

HITUNGAN PAJAK
600,000,000 —P 300000000 (Menjadi 50%)
300.000.000 X 0,5%= 1.500.000

Sehingga pajak yang harus dibayar da
keuntungan yang afberoieh adalah sebagai
eri

R AR IR L
©| rEAusasi PPH FINAL TH.2020 o
© | REALISASI PPH FINAL TH.2020 o o| omzer RB.G00.000.000 o
< RP.600.000.000 - SRDLIE B e
9| siaya 1tanun: Rp 580,000,000 ® o| s (=}
o — lo Pajak: Ro.__1.500.000
Laba: BR-adao0.000 O| Reantungan Rp. 18sooo0o | |O
Pojak Rp.  3000.000
(<] — |© ©| 17000000 + 12 = Rp. 1.541.667 / bulan o
o Keuntungan bersin:  Rp._17.000.000 ®
17.000.000 + 12 = Rp. 1.416.667 / bulan Namun apabila sarnpal ketahuan mengecilkan
[=) o angka pajak, maka anda terancam rmendapat
sanksi o minls:rallf dan juga sanksi pidana.

SANKSI ADMINISTRATIF
Pajak seharusn:
Pajak yang sudah dibayar Rp. 1.500.000

Pajak yang belum dibayar Rp. 1.500.000
Sanksi pajak: RP1.500.000 x 2 = RP.%.000.000
Keuntungan bersin: RPIB.S00.000 - RP.3.000.000

Rp. 3.000.000

SANKSI PIDANA
Larmanya berkisar antara 3 bulan - 1tahun
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